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ABSTRAK 

Akta Jual Beli (AJB) tanah adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) berfungsi sebagai bukti pemindahan hak atas tanah dengan 

jual beli. Dalam prakteknya pembuatan AJB seringkali belum dapat dibuat karena 

beberapa alasan, sehingga seringkali Notaris membuatkan kuasa dari pihak 

penjual kepada pihak pembeli untuk menjamin hak pembeli. Dalam proses 

pemindahan hak atas tanah terdapat penggunaan kuasa mutlak yang dilarang oleh 

Instruksi Mendagri No.14 Tahun 1982 yang kemudian diatur kembali dalam 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 seperti halnya yang terdapat dalam 

Putusan No. 455/Pdt.G/2020/PN.DPS. berdasarkan point permasalahan tersebut 

penulisan ini bertujuan untuk : mengetahui bagaimana proses pembuatan kuasa 

mutlak dan bagaimana akibat hukum jika terdapat kuasa mutlak yang dilarang 

oleh undang-undang.  

Metode yang digunakan dalam Penelitian bersifat yuridis normatif. 

Dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Serta spesifikasi penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif analisis dan data yang digunakan yaitu sumber data 

sekunder. Selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : Proses pemberian kuasa 

dalam akta penelitian senyatanya sesuai dengan yang dimaksud dalam diktum 

kedua huruf b Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982. 

Berdasarkan diktum kedua huruf b Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 14 

Tahun 1982 pemberian kuasa haruslah mencakup pengurusan proses balik nama 

dan tidak lebih. Selanjutnya Akibat hukum yang berkaitan atas akta penelitian 

yang telah memuat klausula kuasa mutlak dan bertentangan dengan ketentuan 

hukum yang berlaku sehingga terbukti bahwa dalam proses pembuatannya 

terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan maka sebagaimana ketentuan 

Pasal 1320 KUHP, yang menyatakan bahwa sah berlakunya suatu perjanjian yaitu 

harus memuat sebab yang halal yang termasuk ke dalam syarat Objektif, dan jika 

tidak terpenuhi syarat tersebut maka perjanjian jual beli atas obyek sengketa itu 

menjadi batal demi hukumdalam kebutuhan praktek Notaris kuasa mutlak dapat 

dibuat dengan syara: Transaksi jual beli didasarkan oleh PPJB lunas dan b. 

Pemberian kuasa tersebut merupakan kuasa yang memberikan kewenangan pada 

pembeli untuk kepengurusan mengalihkan hak atas tanah untuk dirinya saja. 

Akibat hukum apabila terbukti adanya penggunaan Kuasa Mutlak yang dilarang 

oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri No 14 Tahun 1982 maka objek penelitian 

dianggap Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

 

Kata Kunci : Akta Perjanjian Jual Beli, Kuasa Mutlak, Tanah 
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ABSTRACT 

The Deed of Sale and Purchase (AJB) of land is a deed made by the Land 

Deed Making Officer (PPAT) which functions as proof of the transfer of land 

rights by buying and selling. In practice, the AJB often cannot be made for several 

reasons, so that the Notary often makes a power of attorney from the seller to the 

buyer to guarantee the rights of the buyer. In the process of transferring land rights 

there is the use of absolute power which is prohibited by the Instruction of the 

Minister of Home Affairs No. 14 of 1982 which was later re-regulated in 

Government Regulation No. 24 of 1997 as stated in Decision No. 

455/Pdt.G/2020/PN.DPS. based on the point of the problem, this writing aims to: 

find out how the process of making absolute power and what the legal 

consequences are if there is absolute power that is prohibited by law 

The method used in the research is normative juridical. With a legal and 

case approach. And the research specifications used are descriptive analysis and 

the data used are secondary data sources. Then analyzed using qualitative analysis 

techniques. 

Based on the results of the research, it is known that: The process of 

granting power of attorney in the research deed is in fact in accordance with what 

is referred to in the second dictum letter b of the Instruction of the Minister of 

Home Affairs Number 14 of 1982. rename and nothing more. Furthermore, the 

legal consequences related to the research deed which contains an absolute power 

of attorney clause and is contrary to the applicable legal provisions so that it is 

proven that in the process of making it an unlawful act was carried out, as 

stipulated in Article 1320 of the Criminal Code, which states that the validity of 

an agreement must contain Halal causes are included in the Objective conditions, 

and if these conditions are not fulfilled, the sale and purchase agreement on the 

object of the dispute becomes null and void. The granting of such power of 

attorney is a power that gives the buyer the authority to manage the transfer of 

land rights for himself only. Legal consequences if it is proven that the use of 

Absolute Power which is prohibited by the Instruction of the Minister of Home 

Affairs No. 14 of 1982 is proven, the object of research is considered null and 

void by law and has no binding legal force. 

  

Keywords: Deed of Sale and Purchase Agreement, Absolute Power, Land 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Setiap manusia yang hidup di muka bumi pastilah selalu melakukan 

interaksi dan hubungan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi 

kebutuhannya sebagai makhluk sosial. Dengan adanya interaksi dan hubungan 

antar manusia tersebut mendorong terbentuknya suatu kesatuan yang disebut 

masyarakat. Masyarakat sendiri merupakan sekumpulan individu-individu 

yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama 

yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang 

ditaati dalam lingkungannya. Hubungan antar manusia ini dapat dibedakan 

menjadi dua yakni perbuatan hukum dan perbuatan bukan hukum. Hubungan 

hukum sendiri merupakan hubungan antara dua atau lebih subyek hukum yang 

menimbulkan sebab akibat hukum dan dijalankan sesuai kaidah-kaidah hukum. 

Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan 

dengan hak dan kewajiban pihak yang lainnya. 

 Hubungan hukum antar manusia ini dapat melahirkan sebuah perikatan 

yang mengikat, menurut ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata) perikatan sendiri dapat terjadi dikarenakan adanya 

suatu perjanjian yang dibuat oleh beberapa pihak sebagai subjek hukum dan 

karena adanya undang-undang yang mengaturnya. Ciri utama perikatan adalah 

hubungan hukum antara para pihak dimana dengan hubungan itu terdapat hak 
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(prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para 

pihak.1 

 Dalam perkembangannya kehidupan manusia sangat sering membuat 

perjanjian-perjanjian yang mengikat dengan pihak lain untuk memenuhi segala 

kebutuhan hidupnya. Seperti contoh yang paling sering dilakukan adalah 

melakukan perjanjian jual beli tanah, yang dimana satu pihak yang berjanji 

untuk menyerahkan hak milik suatu barang (penjual) dan satu pihak lainnya 

berjanji untuk membayarkan harga sesuai dengan kesepakatan kedua belah 

pihak (pembeli). Dan tanah sendiri menjadi suatu objek yang dibutuhkan oleh 

manusia dan diperjual belikan oleh kedua belah pihak.  

 Jika dilihat dari praktek nyatanya pelaksanaan perjanjian sendiri sering 

kali mencantumkan klausula kuasa sesuai dengan apa yang dikehendaki.2 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian suatu kuasa dalam kehidupan sehari-

hari memanglah sangat mudah ditemui, dengan adanya persetujuan yang 

berisikan pemberian kuasa kepada orang lain yang menerimanya maka 

penerima kuasa dapat  melaksanakan sesuatu atas nama orang yang 

memberikan kuasa tersebut sebagaimana yang dikehendaki pemberi kuasa. 

Dan timbal balik tersebut termasuk dalam melakukan hubungan hukum dengan 

pihak lain. 

 Menurut pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menjelaskan 

                                                 
1
 Agus Yudha Hernoko,  Hukum Perjanjian,Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm.20. 

2
Abdulhay Marhainis, Hukum Perdata Material, PT Pradnya Pramita, Jakarta, 1984, hlm. 

128. 
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secara tersirat bahwa pemberian kuasa disebut juga sebagai bantuan hukum.  

Bantuan hukum atau legal yang dimaksud diartikan sebagai yang sederhana, 

cepat, dan biaya ringan.3 Peraturan lainnya yang mengatur tentang pemberian 

kuasa adalah Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa :  

“Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang 

memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk 

atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”4 

Berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Perdata di dalam bab XVI 

tentang Pemberian Kuasa yaitu dalam pasal 1792-1819 terdapat dua jenis sifat 

dari pemberian kuasa tersebut, yakni kuasa umum dan kuasa khusus.5 Namun 

begitu, dalam prakteknya terdapat pula suatu kuasa yang bersifat mutlak dan 

tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penggunaan 

kuasa mutlak ini juga sering digunakan dalam proses perjanjian jual beli 

termasuk dalam proses jual beli tanah. Maka penulis ingin membatasi 

pembahasan dalam penelitian ini hanya pada klausul Kuasa Mutlak yang 

digunakan dalam proses jual beli tanah. 

Namun pada dasarnya pemberian kuasa mutlak ini sudah tidak 

diperbolehkan lagi penggunaannya terutama yang berkaitan dengan peralihan 

hak atas tanah. Hal tersebut berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri 

                                                 
3
Ibid., hlm. 273. 

4
R. Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cetakan Ketiga 

Puluh Lima, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 457 
5
Frans Satriyo Wicaksono, Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa, Visi Media, 

Jakarta, Mei 2009, hlm.21. 
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tertanggal 6 Maret 1982 Nomor 14 Tahun 1982 juncto Yurisprudensi 

Mahkamah Agung tanggal 14 April 1988 Nomor 2584. Pelarangan ini 

didasarkan karena seringnya terjadi penyalahgunaan pemberian kuasa mutlak 

tersebut oleh pihak-pihak yang melakukan jual beli tanah secara terselubung 

dengan berbagai motif penggunaannya. Pemberian kuasa mutlak dan bersifat 

tidak dapat dicabut kembali dalam hal jual beli tanah bertujuan untuk 

mempermudah kepastian hukum bagi pembeli tanah, agar setelah semua 

persyaratan untuk pembuatan akta jual beli dipenuhi, dan tidak perlu lagi 

persetujuan dan keterlibatan dari pihak penjual untuk urusan pemindahan hak 

atas tanah tersebut. Namun dalam prakteknya pemberian kuasa mutlak ini 

sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab 

sehingga memungkinkan pihak penjual tanah merasa dirugikan atas kejadian 

tersebut. contoh permasalahan ini dapat dilihat dalam kasus posisi pada 

putusan Pengadilan No. 455/Pdt.G/2020/PN.DPS, yang menerangkan bahwa 

telah terjadi suatu sengketa yang berawal dari keresahan Penggugat yang 

merasa kehilangan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah No. 

488/Desa Padangsambian. Setelah beberapa tahun berlalu barulah Penggugat 

mengetahui bahwa SHM atas namanya tersebut telah berpindah tangan atas 

nama orang lain tanpa sepengetahuan diri Penggugat. Oleh karena itu, 

Penggugat mengajukan gugatan terhadap beberapa pihak sebagai Tergugat 

antaranya; Tergugat I dan II ahli waris dari saudara kandung Penggugat atas 

nama Ni Putu Minawati yang dalam sengketa ini diduga melakukan perbuatan 

melawan hukum yaitu menjual SHM No 488 kepada pihak lain tanpa 
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sepengetahuan Penggugat dengan berdasarkan surat kuasa menjual No. 2 

tanggal 4 Juli 1990 yang dibuat oleh Penggugat dengan saudaranya tersebut 

dihadapan notaris, namun di lain sisi sepengetahuan Penggugat surat kuasa 

tersebut digunakan untuk mempermudah proses pinjaman dengan jaminan 

SHM No. 488 tersebut kepada bank dan bukan bermaksud untuk menjual SHM 

No. 488 kepada pihak lain. Tergugat III selaku pihak bank yang diduga juga 

turut serta dalam proses jual beli SHM No. 488 tersebut serta yang 

menyarankan saudara Penggugat untuk segera membuat surat kuasa menjual 

antara Penggugat dan saudara kandungnya. Tergugat IV selaku Pejabat 

Pembuat Akta Tanah yang membuat Akta Perjanjian Jual Beli (AJB) No. 

144/BJ/97/DPS.B/1990 antara saudara kandung Penggugat dengan pihak yang 

membeli SHM No. 488. Tergugat V pihak yang saat ini menguasai SHM No. 

488. Serta Turut tergugat yaitu pihak badan pertanahan setempat.  

Dalam pokok perkara tersebut telah terjadi proses jual beli tanah yang 

dilakukan oleh antara Ni Putu Minawati dengan Tergugat V atas sebidang 

tanah yang bersertifikat hak milik No. 488 atas nama Elizabeth Penggugat 

dalam sengketa tersebut. Dalam proses jual beli tersebut Ni Putu Minawati 

menggunakan surat kuasa menjual yang dibuat bersama Penggugat dan diduga 

surat kuasa menjual tersebut tidak dimaksudkan oleh Penggugat untuk 

keperluan menjual SHM No. 488 seperti yang telah dilakukan oleh Ni Putu 

Minawati tersebut. Tanpa sepengetahuan Penggugat SHM tersebut telah 

beralih penguasaan yang dulunya atas nama Elizabeth menjadi Ni Nengah 

Kartini yaitu pembeli yang membeli SHM No. 488 tersebut dari Ni Putu 
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Minawati dengan bukti Akta perjanjian jual beli No. 144/BJ/97/DPS.B/1990  

yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam perkara Tergugat IV. 

Dalam proses persidangan dengan bukti bukti yang dihadirkan dalam 

persidangan ditemukan fakta hukum bahwa di dalam Akta Jual Beli No. 

144/BJ/97/DPS.B/1990 telah dimasukkan suatu bentuk pemberian kuasa dari 

pihak penjual (Ni Putu Minawati) kepada pihak pembeli (Tergugat V) 

sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Akta Perjanjian Jual Beli No. 

144/BJ/97/DPS.B/1990 yang menyatakan : 

“Jika pendaftaran peralihan haknya ditolak oleh instansi Agraria, 

maka jual beli ini dianggap tidak pernah dilangsungkan 

Dalam hal demikian maka pihak pertama dengan ini memberi 

kuasa penuh kepada pihak kedua, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali 

dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab dan dasar-dasar yang 

menurut hukum atau kebiasaan mengakhiri suatu kuasa, untuk dan atas 

nama pihak pertama mengalihkan objek jual beli tersebut kepada pihak 

lain, dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika 

ada pembayaran, sepenuhnya menjadi hak pihak kedua.”6 

 Dengan adanya klausula kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak 

akan berakhir maka secara nyata pemberian kuasa dalam pasal 3 Akta tersebut 

bersesuaian dengan kriteria Kuasa Menjual Mutlak yang dilarang oleh Instruksi 

Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan 

Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Namun, jika ditarik 

kembali ke awal pokok perkara awal mula dibentuknya akta jual beli No. 

144/BJ/97/DPS.B/1990 tersebut berdasarkan akta kuasa menjual No. 2 

tertanggal 4 Juli 1990 yang  juga diduga didapat oleh Ni Putu Minawati dengan 

                                                 
6
Putusan Pengadilan No.455/Pdt.G/2020/PN.DPS, hal. 75 
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cara yang tidak sah dan ada kemungkinan tidak memiliki kekuatan hukum 

untuk digunakan saat proses menjual SHM No. 488 yang pada persidangan 

tersebut berlangsung telah menghasilkan akta jual beli No. 

144/BJ/97/DPS.B/1990 tersebut. Sehingga dalam kasus posisi tersebut dapat 

penulis lihat bahwa terdapat 2 (dua) bentuk pemberian kuasa yang terjadi, 

diantaranya; 1) Pemberian kuasa berupa kuasa untuk menjual yang diberikan 

oleh Penggugat kepada Ni Putu Minawati (diwakilkan oleh T I dan T II), dan 

2) Pemberian kuasa yang diberikan oleh Ni Putu Minawati kepada Tergugat V 

selaku pembeli SHM No. 488. Dan yang menjadi fokus dari penulis adalah 

pemberian kuasa yang kedua yakni yang diberikan oleh Ni Putu Minawati 

kepada Tergugat V selaku pembeli SHM No. 488 yang nantinya akan menjadi 

batasan pembahasan dalam penulisan penelitian ini. 

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih 

jauh mengenai penggunaan kuasa mutlak dalam proses jual beli tanah. 

Sehingga penulis memutuskan untuk menulis sebuah skripsi dengan judul 

“Tinjauan Yuridis Penggunaan Kuasa Mutlak dalam Akta Perjanjian Jual Beli 

Tanah (Studi Putusan No. 455/Pdt.G/2020/PN.DPS)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat penulis rumuskan 

bahwa permasalahan yang ada sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pembuatan kuasa mutlak dalam akta perjanjian jual beli 

tanah? 
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2. Bagaimana akibat hukum yang muncul karena adanya penggunaan kuasa 

mutlak dalam akta perjanjian jual beli tanah?  

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini, yang penulis sudah bahas di 

atas adalah sebagai berikut ; 

1. Untuk mengetahui proses pembuatan penggunaan klausul kuasa mutlak 

dalam akta perjanjian jual beli tanah. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari penggunaan kuasa mutlak dalam 

akta perjanjian jual beli tanah. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan baik dan 

efisien. Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah : 

Kegunaan Teoritis : 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan atau masukan ilmu 

pengetahuan hukum, khususnya dalam hal penggunaan surat kuasa mutlak 

dalam akta perjanjian jual beli tanah. 

b. Sebagai literatur tambahan bagi yang ingin melakukan penelitian 

mengenai penggunaan surat kuasa mutlak dalam akta perjanjian jual beli 

tanah. 

Kegunaan Praktis : 
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Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa penelitian 

bermanfaat untuk memberi tambahan pemikiran bagi pemecahan masalah yang 

berhubungan dengan tema dari penelitian ini baik bagi praktisi hukum maupun 

masyarakat umum. Bagi mahasiswa terkhusus penulis bermanfaat untuk 

memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi S1 fakultas hukum di 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan menambah pengetahuan penulis 

mengenai penggunaan klausul kuasa mutlak dalam akta jual beli tanah. 

 

E. Terminologi 

Pada penelitian hukum hendaknya perlu diketahui beberapa istilah atau 

arti masing-masing kata yang terdapat pada judul dimana dibuat berdasarkan 

uraian latar belakang dan permasalahan sehingga penulis dapat memperhatikan 

makna dan bentuk dasar sebuah kata serta memahami penggunaan kata sesuai 

konteksnya. Maka terminologi hukum dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Tinjauan Yuridis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan memiliki 

arti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), 

pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). 

Menurut Kamus Hukum, kata Yuridis berasal dari kata yuridisch yang 

berarti menurut hukum atau melihat suatu hal dari segi hukum. Dapat 

disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, 

memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi 

hukum. 
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2. Kuasa Mutlak 

Kata “Kuasa” adalah daya, kekuatan, atau wenang. Dalam bahasa 

Inggris, disebut sebagai power dan dalam bahasa Belanda disebut dengan 

gezag atau macht. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) menyatakan definisi kuasa sebagai “yang berisi tentang pemberian 

kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu”. Dengan begitu dapat 

disimpulkan Surat Kuasa adalah dokumen yang memberi wewenang 

kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum atas nama pemberi 

kuasa, karena pihak pemberi kuasa sedang tidak dapat melakukannya 

sendiri. Dan pihak lain ini dapat berupa pengacara, keluarga, ataupun 

orang lain yang terkait.7 

Sedangkan kata “Mutlak” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

memiliki beberapa arti yaitu, mengenai segenapnya (segalanya); 

seutuhnya, tiada terbatas; penuh, dan arti yang terakhir adalah tidak boleh 

tidak; harus ada.  

Dengan begitu surat kuasa mutlak dapat diartikan sebagai dokumen 

yang berisikan pemberian wewenang kepada pihak lain untuk melakukan 

perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa dan pihak penerima dengan 

kuasa tersebut dapat menjalankan wewenang yang diberikan dengan 

seutuhnya dan tidak terbatas. Sedangkan menurut Instruksi Mendagri 

No.14 Tahun 1982 menjelaskan kuasa mutlak merupakan suatu kuasa 

                                                 
7
Kiki Faqiha, Surat Kuasa: Pengertian, Ciri-ciri, Jenis, dan Contohnya, DetikEdu, 2021 

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5523325/surat-kuasa-pengertian-ciri-ciri-jenis-dan-

contohnya (diakses pada 16 Desember 2021) 

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5523325/surat-kuasa-pengertian-ciri-ciri-jenis-dan-contohnya
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5523325/surat-kuasa-pengertian-ciri-ciri-jenis-dan-contohnya
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yang mengandung unsur-unsur bahwa kuasa yang telah diberikan tersebut 

tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa. 

3. Perjanjian 

Perjanjian secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) memiliki arti persetujuan baik tertulis maupun lisan yang dibuat 

oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa 

yang tersebut dalam persetujuan itu. Sedangkan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata pengertian perjanjian ini terdapat dalam Pasal 

1313 yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih. Dengan adanya suatu perjanjian yang telah disetujui oleh pihak-

pihak yang bersangkutan maka ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya 

berlaku menjadi undang-undang yang sah bagi para pihak yang 

bersangkutan dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak 

yang timbul dari adanya perjanjian tersebut. 

4. Akta Perjanjian Jual Beli 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Akta adalah surat tanda 

bukti berisi pernyataan mencakup keterangan, pengakuan, keputusan, dan 

sebagainya tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang 

berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. 

Kata “jual beli” dalam bahasa Belanda disebut koop en verkoop 

artinya suatu persetujuan/perjanjian (overeenkomst). Sehingga dapat 

diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu dari bentuk perjanjian. Jual 
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beli adalah suatu persetujuan antara dua pihak, dimana pihak kesatu 

berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya akan 

membayar harga yang telah disepakati. Selain itu Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam Pasal 1457 menjelaskan bahwa, 

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang 

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”8 

5. Tanah 

  Kata “tanah” secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas 

sekali. Sedangkan menurut arti yuridis istilah “Tanah” memiliki arti yang 

telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA), dijelaskan dalam ketentuan 

Pasal 2 UUPA dinyatakan bahwa; “Atas dasar hak menguasai dari 

Negara...... ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi 

yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang.”. 

Tanah dalam pengertian yuridis ini mencakup permukaan bumi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria 

serta hak tanah mencakup hak atas sebagian tertentu yang berbatas di 

permukaan bumi. 

  Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan 

bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk 

                                                 
8
R. Subekti dan R Tjitrosudibio, Op. Cit., hlm. 366 
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menggunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan yang 

disebut Tanah, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta 

ruang angkasa yang ada di atasnya, dengan demikian yang dipunyai 

dengan hak atas tanah adalah tanahnya, dalam artian sebagian tertentu dari 

permukaan bumi, tetapi wewenang menggunakan yang bersumber dengan 

hak tersebut diperluas hingga meliputi penggunaan sebagian tubuh bumi 

yang ada dibawah tanah, air serta suang yang ada di atasnya.9 

  “Tanah” dalam pengertian geologis astronomis, diartikan lapisan 

permukaan bumi yang paling atas yang dimanfaatkan untuk menanam 

tumbuh-tumbuhan yang disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah 

pertanian, tanah perkebunan, dan tanah bangunan yang digunakan untuk 

mendirikan bangunan.10 

  Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengertian 

tanah adalah bagian permukaan bumi termasuk tubuh bumi di bawahnya 

serta yang berada di bawah air yang langsung dikuasai oleh negara atau 

dipunyai dengan sesuatu hak oleh perorangan atau badan hukum. 

 

F. Metode Penelitian 

 Metode penelitian pada hakekatnya adalah merupakan suatu usaha yang 

dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran 

dengan metode ilmiyah yang akan dipergunakan dalam sebuah penelitian. 

                                                 
9
Boedi Harsono, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 

2000, hlm.18 
10

Sunindhia dan Widiyanti, Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran), PT 

Dina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 8. 
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Metode dari metode dari metode pendekatan rasional dan metode empiris.11 

Penelitian hukum mencangkup segenap kegiatan seorang pelajar hukum 

mencakup segenap kegiatan seorang pelajar hukum, hakim, jaksa, pengacara, 

konsultan hukum dan juga kegiatan mahasiswa hukum dalam penelitian 

hukum.12  Penelitian hukum senantiasa harus diserasikan dengan disiplin 

hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan 

kenyataan.13 Maka metode penelitian yang digunakan penulis yaitu : 

1. Pendekatan Penelitian 

  Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian 

hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif, 

merupakan penelitian utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini 

bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai 

data sekunder. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan ini adalah deskriptif 

analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan 

untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan 

dan gejala lainnya, atau penelitian untuk mengumpulkan data, menyusun, 

dan mengklasifikasikan, menganalisiskan, dan menginterpretasikan. 

Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti 

                                                 
11

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia 

Indonesia,Jakarta, 1990, hlm. 6. 
12

Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, 

hlm.4. 
13

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2001, hlm. 20. 
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atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan 

tujuan untuk menarik azas-azas hukum (rechtsbeginselen) yang dapat 

dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak 

tertulis.14 

3. Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, oleh karena itu 

menggunakan data sekunder yang terdiri atas : 

a. Bahan hukum primer, adalah bahan yang bersifat mengikat dan 

berasal dari hukum positif nasional dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki; diantaranya 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 

- InstruksiMenteri Dalam Negeri Nomor 14 tertanggal 6 Maret 

1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai 

Pemindahan Hak atas Tanah. 

- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 

                                                 
14

Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid I, Yayasan Penerbitan Fakultas  Psikologi UGM, 

Yogyakarta, 1984, hlm. 19. 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi 

tentang bahan primer, terdiri dari : literatur-literatur tentang 

Penggunaan Kuasa Mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

Tanah dan data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku hasil 

penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.15 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang 

memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

atau lebih dikenal dengan nama bahan acuan atau rujukan di bidang 

hukum, misalnya dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dan Kamus Hukum. 

4. Teknikl Pengumpulanl Data 

Padal penelitianl inil l teknikl pengumpulanl datal yangl dilakukanl 

danl digunakanl penulisl dalaml penelitianl hukuml adalahl studil 

dokumenl ataul kepustakaan.l Makal dalaml mengkajil denganl studil 

dokumenl ataul kepustakaanl dapatl mencakupl l penelusuranl datal 

sekunderl yaitul mengkajil data-datal internetl danl literaturl dokumenl 

yangl ada. 

5.l Analisisl Datal Penelitian 

Menganalisisl datal dapatl dilakukanl secaral kualitatifl yaitul 

denganl prosedurl penelitianl yangl menghasilkanl datal deskriptifl berupal 

kata-katal yangl tertulisl ataul lisan.l Denganl caral analisisl kualitatifl 

                                                 
15

Marzuki, Metode Riset, PT Hanindita Offset, Yogyakarta, 1983, hlm. 59. 
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penulisl menggunakanl metodel induktif,l yaitul berfikirl daril fakta-faktal 

ataul peristiwal yangl terjadil padal umumnya. 

 

G.l Sistematikal Penulisan 

 Secaral garisl besarl sistematikal penulisanl skripsil penulisl denganl judull 

Tinjauanl Yuridisl Penggunaanl Kuasal Mutlakl dalaml Aktal Perjanjianl Juall 

Belil Tanahl adalahl sebagail berikutl : 

BABl Il :l PENDAHULUAN 

 Merupakanl babl yangl menjelaskanl gambaranl umuml mengenail 

berbagail aspekl sertal alasanl yangl menjadil dasarl adanyal tulisanl ini,l yangl 

mencakupl :l latarl belakang,l perumusanl masalah,l tujuanl penelitian,l 

kegunaanl penelitian,l terminologi,l metodel penelitian,l danl sistematikal 

penulisan. 

BABl IIl :l TINJAUANl PUSTAKA 

 Merupakanl babl yangl berisikanl kepustakaanl sertal landasanl teoril l 

terkaitl tinjauanl umuml tentangl pemberianl kuasal danl kuasal mutlak,l 

tinjauanl tentangl juall beli,l danl tinjauanl umuml tentangl tanahl sertal 

tentangl aktal perjanjianl juall beli. 

BABl IIIl :l HASILl PENELITIANl DANl PEMBAHASAN 

 Merupakanl babl yangl mencakupl pokokl permasalahanl yangl akanl 

dibahasl berdasarkanl rumusanl masalahl penelitian,l yaitul mengenail : 

1. Bagaimanal prosesl pembuatanl kuasal mutlakl dalaml aktal perjanjianl 

juall belil tanah? 
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2. Bagaimanal akibatl hukuml yangl muncull karenal adanyal penggunaanl 

kuasal mutlakl dalaml aktal perjanjianl juall belil tanah? 

BABl IVl :l PENUTUP 

l  Merupakanl babl yangl berisil tentangl kesimpulanl daril rangkumanl 

hasill penelitianl danl saranl daril rangkumanl hasill pembahasanl yangl 

berhubunganl denganl Penggunaanl Kuasal Mutlakl dalaml Aktal Perjanjianl 

Juall Belil Tanahl yangl ditemukanl padal saatl penulisl melakukanl penelitianl 

tersebut. 

 

  



19 

 

BABl II 

TINJAUANl PUSTAKA 

 

A.l Tinjauanl Tentangl Pemberianl Kuasal Danl Kuasal Mutlak 

1.l Pengertianl Tentangl Pemberianl Kuasa 

Menurutl Kamusl Hukuml pemberianl kuasal merupakanl suatul 

persetujuanl denganl manal pihakl yangl satul memberikanl kuasal kepadal 

pihakl yangl lainl (penerimal kuasa/lasthebber),l yangl menerimanyal 

untukl atasl namanyal sendiril ataul tidakl menyelenggarakanl satul 

perbuatanl hukuml ataul lebihl untukl yangl memberil kuasal itu.l 

Pengertianl tentangl pemberianl kuasal jugal dijelaskanl dalaml KUHl 

Perdatal dalaml ketentuanl Pasall 1792l KUHl Perdatal yangl berbunyil : 

“Pemberianl kuasal adalahl suatul perjanjianl denganl manal seorangl 

memberikanl kekuasaanl kepadal seorangl lain,l yangl menerimanya,l 

untukl atasl namanyal menyelenggarakanl suatul urusan.”16 

Dapatl dilihatl daril isil pasall tersebutl pemberianl kuasal adalahl 

suatul perjanjianl yangl memilikil 2l (dua)l pihakl yangl bersangkutan,l 

yangl berperanl sebagail pemberil kuasal danl penerimal kuasa.l 

Kemudianl yangl dimaksudl denganl “untukl atasl namanya”l berartil 

bahwal yangl diberil kuasal bertindakl untukl danl atasl namal sil pemberil 

kuasa,l sehinggal segalal sebabl akibatl yangl timbull daril perjanjianl itul 

                                                 
16

l R.l Subektil danl Rl Tjitrosudibio,l Op.,l Cit,l hlm.l 457. 
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menjadil tanggungl jawabl seutuhnyal daril sil pemberil kuasal dalaml 

batas-batasl kuasal yangl diberikan. 

Menurutl Hukuml Islaml pemberianl kuasal seringl disebutl 

denganl akadl Wakalah.l Wakalahl sendiril memilikil beberapal artil 

menurutl bahasa,l diantaranyal adalahl perlindunganl (al-hifzh),l 

penyerahanl (at-tafwidh),l ataul memberikanl kuasa.l Menurutl kalanganl 

Syafi’iyahl pengertianl wakalahl adalahl ungkapanl ataul penyerahanl 

kuasal (al-muwakkil)l kepadal orangl lainl (al-wakil)l supayal 

melaksanakanl sesuatul daril jenisl pekerjaanl yangl dapatl digantikanl 

(an-naqbalul an-niyabah)l danl dapatl dilakukanl olehl pemberil kuasa.l 

Denganl ketentuanl pekerjaanl tersebutl dilaksanakanl padal saatl 

pemberianl kuasal masihl hidup.17l Dasarl penetapanl al-wakalahl dalaml 

syariahl salahl satunyal terdapatl dalaml QS An-Nisal ayatl 35: 

نْ اهَْلهِاَ ۚ انِْ يُّرِيْدَآ اصِْلََحً ا  نْ اهَْلهِٖ وَحَكَمًا مِّ وَانِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بيَْنهِِمَا فاَبْعَثوُْا حَكَمًا مِّ

َ كَانَ عَليِْمًا خَبيِْرًا ُ بيَْنهَمَُا ۗ انَِّ اٰللّه  يُّوَفِّقِ اٰللّه

Yangl artinyal :l “Danl jikal kamul khawatirl adal persengketaanl antaral 

keduanya,l makal kirimkanlahl seorangl hakaml daril keluargal laki-lakil 

danl seorangl hakaml daril keluargal perempuan.l Jikal kedual orangl 

hakaml itul bermaksudl Mengadakanl perbaikan,l niscayal Allahl 

memberil taufikl kepadal suami-istril itu.l Sesungguhnyal Allahl Mahal 

Mengetahuil lagil Mahal Mengenal.”18 

  Berdasarkanl penjelasanl singkatl tersebutl dapatl disimpulkanl 

bahwal yangl dimaksudl denganl al-wakalahl adalahl suatul akadl dimanal 

                                                 
17

l Helmil Karim,l Fiqhl Muamalah,l l Cetakanl ketiga,l PTl Rajal Gravindol Persada,l Jakarta,l 2002,l 

hlm.l 20. 
18

l Diaksesl daril Websitel Resmil Kementrianl Agamal RI,l https://quran.kemenag.go.id/ 

https://quran.kemenag.go.id/
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pihakl pertamal menyerahkanl suatul kuasal kepadal pihakl kedual untukl 

melakukanl suatul perbuatanl yangl dapatl digantikanl olehl orangl lainl 

padal masal hidupnyal denganl syarat-syaratl tertentu,l danl maksudl daril 

al-wakalahl inil sejalanl denganl maksudl pemberianl kuasal yangl 

dijelaskanl dalaml Pasall 1792l KUHl Perdata. 

Dalaml pelaksanaannyal pemberianl kuasal dapatl disampaikanl 

denganl aktal umum,l tulisanl dibawahl tangan,l sepucukl surat,l secaral 

lisan,l maupunl secaral diam-diaml sesuail denganl Pasall 1793l KUHl 

Perdata.l Kemudianl mengetahuil lebihl dalaml lagil mengenail pemberianl 

kuasal menurutl Pasall 1795l KUHPerdatal memilikil 2l (dua)l jenisl suratl 

kuasal yangl dapatl dijumpail yaknil : 

▪ Suratl Kuasal Umum,l suatul pemberianl kuasal yangl diberikanl 

secaral umuml adalahl meliputil perbuatan-perbuatanl pengurusanl 

yangl mencakupl segalal kepentinganl pemberil kuasa,l kecualil 

perbuatanl yangl hanyal dapatl dilakukanl olehl seorangl pemilik,l 

penjelasanl tersebutl sesuail denganl bunyil Pasall 1796l KUHl 

Perdata.19 

▪ Suratl Kuasal Khusus,l suratl kuasal inil hanyal mengenail satul 

kepentinganl tertentul ataul lebih;l olehl karenal itul diperlukanl suatul 

pemberianl kuasal yangl menyatakanl denganl tegasl perbuatanl manal 

yangl dapatl dilakukanl olehl penerimal kuasa.20 

                                                 
19

l Djajal S.l Meliala,l l Penuntunl Praktisl Perjanjianl Pemberianl Kuasal Menurutl Kitabl Undang-

Undangl Hukuml perdata,l cetakanl pertama,l Nuansal Aulia,l Bandung,l 2008,l hlm.l 5. 
20

l Ibid. 
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  Suatul perjanjianl dalaml kenyataannyal jugal dapatl berakhir,l 

samal halnyal denganl perjanjianl pemberianl kuasal ini.l Berakhirnyal 

perjanjianl pemberianl kuasal inil telahl diaturl dalaml Pasall 1813l KUHl 

Perdata,l denganl ketentuanl sebagail berikut: 

1. Atasl kehendakl pemberil kuasa, 

2. Atasl permintaanl penerimal kuasa, 

3. Persoalanl yangl dikuasakanl telahl dapatl diselesaikan, 

4. Salahl satul pihakl meninggall dunia, 

5. Salahl satul pihakl beradal dil bawahl pengampuanl (Curatele), 

6. Salahl satul pihakl dalaml keadaanl pailit, 

7. Karenal perkawinanl perempuanl yangl memberil ataul yangl 

menerimal l l l kuasa.21 

2.l Tinjauanl Kuasal Mutlakl Terhadapl Perundang-Undangan 

  Dalaml praktekl sehari-hari,l dikenall satul jenisl suratl kuasal 

selainl umuml danl khusus,l melaluil akta-aktal Notarisl ataul dibawahl 

tangan.l Suratl kuasal inil memakail klausull “tidakl dapatl dicabut”l ataul 

lebihl seringl dikenall denganl istilahl “l suratl kuasal Mutlak”.l Suratl 

kuasal inil sebenarnyal telahl dilarangl penggunaannyal menurutl 

Instruksil Mendagril tanggall 6l Maretl 1982,l No.l 14l Tahunl 1982,l 

yangl kemudianl telahl diperkuatl olehl Yurisprudensil Mahkamahl 

Agungl tanggall 14l Aprill 1988,l No.l 2584l K/Pdt/1982.22l Putusanl 

Mahkamahl Agungl inil menentukanl bahwa,l suratl kuasal mutlakl 

mengenail jual-belil tanahl tidakl dapatl dibenarkan,l karenal dalaml 

                                                 
21

l R.l Subektil danl Rl Tjitrosudibio,l Op.,l Cit,l hlm.l 461. 
22

l Yahyal Harapan,l Hukuml Acaral Perdata,l Sinarl Grafika,l Jakarta,l 2007,l hlm.l 6. 
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prakteknyal seringl disalahgunakanl untukl menyelundupkanl jual-belil 

tanah. 

  Pengertianl kuasal mutlakl menurutl Instruksil Menteril dalaml 

Negeril Nomorl 14l tahunl 1982l tentangl laranganl Penggunaanl Kuasal 

Mutlakl sebagail pemindahanl Hakl Atasl Tanahl adalahl kuasal yangl 

mengandungl unsur-unsurl sebagail berikutl : 

a. Tidakl dapatl ditarikl kembalil olehl pemberil kuasa; 

b. Memberikanl kewenanganl kepadal penerimal kuasal untukl 

menguasail danl menggunakanl tanahnyal sertal melakukanl segalal 

perbuatanl hukuml yangl menurutl hukuml hanyal dapatl dilakukanl 

olehl pemegangl haknya.23 

Menurutl pendapatl Hendral Setiawanl Boenl dampakl sebuahl 

suratl kuasal mutlakl adalahl pemberianl kuasal yangl tidakl dapatl 

mencabutl kuasanyal daril penerimal kuasa.l Biasanyal sebuahl suratl 

kuasal akanl dianggapl sebagail suratl kuasal mutlakl denganl 

dicantumkannyal klausulal bahwal pemberil kuasal akanl 

mengesampingkanl berlakunyal Pasall 1813l jol Pasall 1814l KUHl 

Perdatal mengenail caral berakhirnyal pemberianl kuasa.l Denganl 

demikian,l pemberianl kuasal menjadil tidakl dapatl lagil menarikl 

kembalil kuasanyal tanpal kesepakatanl pihakl penerimal kuasa.l 

Penggunaanl suratl kuasal mutlakl inil adalahl termasukl salahl satul 

bentukl lexl mercatorial l yangl sudahl menjadil hukuml kebiasaanl sehari-

                                                 
23

l Departemenl Dalaml Negeri,l Instruksil Menteril Dalaml Negeril Tentangl Laranganl 

Penggunaanl Kuasal Mutlakl sebagail Pemindahanl Hakl atasl Tanah,l Instruksil Mendagril Nomorl 14l 

Tahunl 1982. 
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haril dalaml dunial bisnis.24l Namun,l Setelahl dikeluarkannyal Instruksil 

Menteril dalaml Negeril tersebutl penggunaanl suratl kuasal mutlakl 

tersebutl telahl dilarang,l karenal seringkalil penggunaannyal digunakanl 

untukl praktekl juall belil yangl terselubungl sertal takl sedikitl yangl 

memberikanl kerugianl bagil pemilikl sahl daril tanahl yangl 

bersangkutan.l Selainl itu,l laranganl penggunaanl kuasal mutlakl l jugal 

dapatl ditemukanl pulal dalaml Peraturanl Pemerintahl Nomorl 24l Tahunl 

1997l tentangl Pendaftaranl Tanahl (PPl No.l 24l Tahunl 1997). 

 

B.l Tinjauanl Tentangl Juall Belil  

1.l Pengertianl Juall Beli 

  Dalaml memenuhil kebutuhanl sehari-haril manusial tentunyal 

tidakl dapatl jauhl daril transaksil juall beli.l Juall belil secaral umuml 

adalahl suatul kegiatanl yangl terdiril daril pihakl penjuall danl pembelil 

yangl memilikil hakl danl kewajibanl masing-masing.l Hakl daril penjuall 

adalahl menerimal uangl sebagail pembayaranl sesuail hargal objekl yangl 

telahl disepakatil kedual pihakl danl berkewajibanl untukl memberikanl 

objekl yangl diperjualbelikanl kepadal pembeli.l Sedangkanl hakl daril 

pihakl pembelil adalahl menerimal objekl yangl telahl dibelinyal danl 

berkewajibanl untukl membayarkanl uangl sesuail hargal yangl telahl 

disepakati. 

                                                 
24

l Dianal Kusumasari,l Suratl Kuasal Mutlak,l 2011,l  

https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-kuasa-mutlak-lt4d82ef71dee0al diaksesl padal 25l 

Januaril 2022. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-kuasa-mutlak-lt4d82ef71dee0a
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  Pengertianl lebihl lanjutl mengenail juall belil inil dapatl dilihatl 

daril berbagail perspektifl sepertil menurutl perspektifl hukuml baratl 

KUHl Perdata,l menurutl perspektifl hukuml Adat,l danl menurutl 

perspektifl hukuml Islaml sebagail berikutl : 

a. Pengertianl Juall Belil Menurutl Perspektifl Hukuml Baratl 

KUHl Perdata 

Dalaml KUHl Perdatal juall belil merupakanl salahl satul jenisl 

kontrakl yangl diaturl dalaml pasall 1457l KUHl Perdatal yangl 

berbunyil : 

“Juall belil adalahl suatul perjanjian,l denganl manal pihakl yangl 

satul mengikatkanl dirinyal untukl menyerahkanl suatul kebendaan,l 

danl pihakl yangl lainl untukl membayarl hargal yangl telahl 

dijanjikan.”25 

Maka,l Juall belil adalahl suatul persetujuanl dimanal suatul pihakl 

mengikatkanl diril untukl berwajibl menyerahkanl suatul barang,l danl 

pihakl lainl berwajibl membayarl harga,l yangl dimufakatil merekal 

berdua.26 

Padal hukuml perdata,l juall belil termasukl kel dalaml perjanjianl 

obligatoirl yaitul perjanjianl yangl dapatl menimbulkanl kewajibanl 

padal pihak-pihak.27l Sehinggal terciptanyal juall belil apabilal 

                                                 
25

l R.l Subektil danl Rl Tjitrosudibio,l Op.,l Cit,l hlm.l 366. 
26

l Jamall Wiwohol danl Anisl Mashdurohatun,l Hukuml Kontrak,l Ekonomil Syariahl danl Etikal 

Bisnis,l Cetakanl Pertama,l Undipl Press,l Semarang,l 2017,l hlm.l 64. 
27

l Achmadl Busro,l Hukuml Perikatanl Berdasarkanl Bukul IIIl KUHl Perdata,l Cetakanl Kedua,l 

Pohonl Cahaya,l Yogyakarta,l 2017,l hlm.l 73. 
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terdapatl persetujuanl kehendakl daril paral pihak.l Kemudianl 

persetujuanl juall belil tersebutl diaturl dalaml Pasall 1458l 

KUHPerdatal yangl berbunyil : 

“Juall belil itul dianggapl telahl terjadil antaral kedual belahl pihak,l 

seketikal setelahnyal orangl orangl inil mencapail sepakatl tentangl 

kebendaanl tersebutl danl harga,l meskipunl kebendaanl itul beluml 

diserahkanl maupunl hargal beluml dibayar.”28 

Berdasarkanl persetujuanl juall belil dikatakanl telahl terjadil 

pemindahanl hakl milikl apabilal barangl sudahl diserahkanl kepadal 

pembelil (levering).l Jadi,l selamal penyerahanl beluml dilakukan,l 

makal hakl milikl atasl barangl masihl tetapl beradal dil tanganl 

penjual.l Hall tersebutl dipertegasl dalaml Pasall 1459l KUHPerdatal 

yangl menyatakanl bahwal : 

“Hakl milikl atasl barangl yangl dijuall tidaklahl berpindahl kepadal 

sil pembeli,l selamal penyerahannyal beluml dilakukanl menurutl 

pasall 612,l 613,l danl 616.”29 

Dapatl dilihatl daril bunyil pasall tersebut,l bahwal terdapatl pasal-

pasall lainl yangl mengaturl tigal macaml penyerahanl hakl milik,l 

danl masingl masingl pasall berlakul untukl masing-masingl macaml 

benda,l yaitul : 

a)l Bendal yangl bergerak; 

-l Pasall 612l KUHl Perdatal :l “Penyerahanl kebendaanl 

bergerak,l terkecualil yangl takl bertubuh,l dilakukanl denganl 

                                                 
28

l R.l Subektil danl R.l Tjitrisudibio,l Op.,Cit,l hlm.l 366. 
29

l Ibid. 



27 

 

penyerahanl yangl nyatal akanl kebendaanl itul olehl ataul atasl 

namal pemilik,l ataul denganl penyerahanl kunci-kuncil daril 

bangunan,l dalaml manal kebendaanl itul berada.l Penyerahanl 

takl perlul dilakukan,l apabilal kebendaanl yangl harusl 

diserahkan,l denganl alasanl hakl lainl telahl dikuasail olehl 

orangl yangl hendakl menerimanya.”30 

b)l Bendal tidakl bergerak; 

-l Pasall 613l KUHl Perdatal :l “Penyerahanl akanl pitang-

piutangl atasl namal danl kebendaanl takl bertubuhl lainnya,l 

dilakukanl denganl jalanl membuatl sebuahl aktal otentikl ataul 

dil bawahl tangan,l denganl manal hak-hakl atasl kebendaanl itul 

dilimpahkanl kepadal orangl lain.”31 

c)l Bendal yangl tidakl bertubuh. 

-l pasall 616l KUHPerdatal :l “Penyerahanl ataul penunjukanl 

akanl kebendaanl takl bergerakl dilakukanl denganl 

pengumumanl akanl aktal yangl bersangkutanl denganl caral 

sepertil ditentukanl dalaml pasall 620.”32 

Dalaml Pasall 1335l danl 1337l KUHl Perdatal dapatl disimpulkanl 

bahwal suatul sebabl dinyatakanl dilarangl jikal bertentanganl denganl 

undang-undang,l kesusilaan,l danl ketertibanl umum.l Makal daril itul 

perlul diketahuil mengenail adanyal asas-asasl perjanjianl yangl harusl 

ditaatil agarl suatul perjanjianl menjadil aturanl hukuml yangl berlakul 

bagil kedua belah pihakl (penjuall danl pembeli).l Menurutl 

                                                 
30

l Ibid,l hlm.l 179. 
31

l Ibid. 
32

l Ibid. 
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MariamlDaruslBadrulzamanlmengemukakanlasas-asasldalamlhukuml 

kontrakl sebagail berikutl :33 

1.l Asasl Kebebasanl Berkontrak 

Menurutl Pasall 1338l ayatl (1)l KUHl Perdatal 

menyatakanl bahwal seluruhl persetujuanl dibuatl olehl paral pihakl 

secaral sahl dijadikanl sebagail undang-undangl bagil pembuatnya.l 

Maksudl daril pasall inil yaitul setiapl orangl dapatl mengadakanl 

perjanjianl apapunl baikl beluml diaturl maupunl yangl telahl 

diaturl dalaml undang-undangl danl tidakl bertentanganl denganl 

undang-undang,l ketertibanl umuml danl normal kesusilaan.l Padal 

asasl inil memberikanl hakl untukl paral pihakl antaral lainl : 

a.  Membuatl ataul tidakl membuatl perjanjian; 

b. Mengadakanl perjanjianl denganl siapapun; 

c.  Menentukanl isil perjanjian,l pelaksanaanl danl persyaratannya; 

d. Menentukanl bentukl perjanjian,l baiklsecaraltertulis ataul lisan. 

Olehl karenal itu,l terhadapl kehendakl bebasl dalaml 

pembuatanl perjanjianl tidakl diberikanl artil secaral mutlak,l akanl 

tetapil diberikanl artil secaral relatifl yaitul perjanjianl dibuatl 

denganl mengaitkanl kepentinganl umuml danl dilaksanakanl 

denganl itikadl baik. 

 

 

                                                 
33

l Jamall Wiwohol danl Anisl Mashdurohatun,l Op.,l Cit,l hlm.l 21. 
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2.l Asasl Konsensualisme 

Asasl inil menentukanl suatul perjanjianl danl dikenall baikl 

dalaml sisteml hukuml civill lawl maupunl commonl law.l Dalaml 

Pasall 1320l KUHl Perdatal disebutkanl terdapatl syaratl sahl 

perjanjian,l yaitul : 

a) Sepakatl merekal yangl mengikatkanl dirinya;l Artinyal salahl 

satul pihakl tidakl adal yangl merasal keberatanl denganl 

dibuatnyal perjanjian. 

b) Kecakapanl untukl membuatl suatul perikatan;l Artinyal 

kedual belahl pihakl telahl cakapl melakukanl perbuatanl 

hukum,l baikl daril sisil usial maupunl kesehatanl mentalnya. 

c) Suatul hall tertentu;l Artinyal objekl daril perjanjianl itul 

benar-benarl adal (riil). 

d) Suatul sebabl yangl halal;l Artinyal perjanjianl bersumberl 

daril hal-hall yangl tidakl dilarangl olehl peraturanl perundang-

undangan. 

  Namunl diantaral syaratl sahl tersebutl yangl sesuail 

denganl asasl inil adalahl adanyal kesepakatanl antaral kedual 

belahl pihak.l Asasl inil merupakanl bentukl asasl yangl 

menyatakanl bahwal perjanjianl padal umumnyal tidakl diadakanl 

secaral formal,l namunl hanyal dibutuhkanl kesepakatanl kedual 

belahl pihakl saja.l Kesepakatanl memilikil artil yaknil persesuaianl 
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kehendakl danl pernyataanl yangl bebasl danl dibuatl olehl kedual 

belahl pihak. 

3.l Asasl Kekuatanl Mengikatl (pactal suntl servanda) 

  Asasl inil memberikanl petunjukl bagil paral pihakl dalaml 

membuatl suatul perjanjian,l tepatnyal dijelaskanl dalaml Pasall 

1338l KUHl Perdatal yangl menyatakanl bahwal suatul perjanjianl 

berlakul secaral sahl sebagail undang-undangl bagil yangl 

membuatnyal (paral pihak).l Asasl kepastianl hukuml ataul disebutl 

jugal denganl pactal suntl servandal yaitul asasl bahwal hakiml 

ataul pihakl ketigal harusl menghormatil substansil kontrakl yangl 

dibuatl olehl kedual belahl pihak,l sebagaimanal sepertil undang-

undangl yangl berlakul sehinggal merekal tidakl bolehl melakukanl 

intervensil terhadapl isil kontrakl yangl dibuatl olehl paral pihak.l 

Asasl kekuatanl mengikatl inil sangatl eratl hubungannyal denganl 

asasl pertamal yaitul kebebasanl berkontrak.l Hall inil dapatl 

disimpulkanl dalaml Pasall 1338l ayatl (1)l KUHl Perdata. 

4.l Asasl Kepribadian 

  Asasl inil menunjukanl identitasl ataul personalial dalaml 

suatul perjanjian.l Asasl inil dapatl ditemukanl padal Pasall 1315l 

KUHl Perdatal yangl memilikil artil padal pokoknyal menyatakanl 

dalaml suatul perjanjianl hanyal mengikatl paral pihakl yangl 

membuatl danl mengadakanl perjanjianl tersebut.l namunl padal 

Pasall 1340l KUHl Perdatal disebutkanl bahwal perjanjianl itul 
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terdapatl pengecualianl yaitul mengenail janjil untukl pihakl ketigal 

ataul disebutl sebagail derdenl bedingl yangl tercantuml dalaml 

Pasall 1317l KUHl Perdata.l Berdasarkanl pasal-pasall itulahl 

disimpulkanl bahwal asasl kepribadianl adalahl asasl yangl 

menentukanl individul akanl melakukanl dan/ataul membuatl 

perjanjianl untukl kepentinganl perseoranganl sajal danberlakl bagil 

merekal yangl membuatnyal (paral pihakl ataul individul yangl 

mengadakanl perjanjian). 

  Namunl terdapatl pengecualianl padal Pasall 1317l KUHl 

Perdatal bahwal dapatl mengadakanl suatul perjanjianl untukl 

kepentinganl pihakl ketigal denganl adanyal beberapal syaratl 

yangl ditentukan.l Jikal dibandingkanl antaral Pasall 1317l KUHl 

Perdatal denganl 1318l KUHl Perdata,l makal padal Pasall 1218l 

KUHl Perdatal memilikil ruangl lingkupl yangl luasl mengenail 

pengaturanl terkaitl denganl hubunganl perjanjianl danl 1317l 

KUHl Perdatal mengaturl dalaml ruangl lingkupl sempitl yaitul 

pengecualiannyal (adanyal pihakl ketiga). 

5.l Asasl Itikadl Baikl /l tel goederl trouw 

  Padal Pasall 1338l KUHl Perdatal ayatl (3)l dijelaskanl 

bahwal setiapl orangl yangl membuatl suatul kontrakl harusl 

memilikil itikadl baik.l Itikadl baikl merupakanl suatul hall yangl 

dimanal paral pihakl harusl menjalankanl substansil perjanjianl 

berdasarkanl keyakinan,l kepercayaanl danl kemauanl yangl baik.l 
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Atasl itikadl baikl dibagil menjadil dual macam,l antaral lainl 

itikadl baikl nisbil yaitul seseorangl lebihl memperhatikanl sikapl 

danl tingkahl lakul yangl nyatal daril subjekl danl itikadl baikl 

mutlakl adalahl penilaianl terletakl padal akall sehatl danl keadilanl 

sertal dibuatl ukuranl yangl objektifl untukl menilail keadaanl 

(penilaianl tidakl memihak)l menurutl norma-normal yangl 

objektif.l Dalaml hall perjanjianl juall beli,l itikadl baikl sangatl 

pentingl keberadaannyal karenal apabilal salahl satul pihakl baikl 

penjuall maupunl pembelil telahl memilikil itikadl baik,l merekal 

akanl mendapatl perlindunganl hukum. 

b. Pengertianl Juall Belil Menurutl Perspektifl Hukuml Adat 

Juall belil merupakanl salahl satul perjanjianl yangl bersifatl riil.l 

Maksudnyal adalahl penyerahanl barangl yangl dil perjanjianl dalaml 

juall belil menjadil syaratl mutlakl untukl dipenuhil dalaml sebuahl 

perjanjian.l Sehinggal jikal telahl diperjanjikanl suatul hall akanl 

tetapil dalaml prakteknyal beluml diserahkanl objekl perjanjianl 

tersebutl makal perjanjianl tersebutl dianggapl tidakl adal ataul beluml 

adal perjanjian.34l Selainl itul jugal menganutl asasl terangl danl 

tunai,l yaitul juall belil berupal penyerahanl hakl untukl selama-

                                                 
34

Madel Erikl Krismeinal Legawantara,l Desakl Gdel Dwil Arini,l danl Luhl Putul Suryani,l Akibatl 

Hukuml Perjanjianl Juall Belil Hakl Atasl Tanah,l Jurnall Interpretasil Hukum,l 2020,l Vol.l 1,l No.1,l hlm.2,l 

https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2196/1594 l diaksesl padal 19l 

Januaril 2022.l  

https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2196/1594
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lamanyal danl padal saatl itul jugal dilakukanl pembayarannyal olehl 

pembelil yangl diterimal olehl penjual.35 

Banyakl nyal sukul danl adatl yangl dimilikil Indonesial 

menimbulkanl beberapal corakl masyarakatl hukuml adatl yangl 

berbedal denganl masyarakatl adatl lainnya.l Pertama,l corakl 

masyarakatl hukuml adatl dil Indonesial yangl berhubunganl denganl 

perjanjianl juall belil inil adalahl adanyal prinsipl konkrit.l Prinsipl inil 

diartikanl sebagail suatul yangl jelasl danl nyatal yangl menunjukkanl 

bahwal setiapl perbuatanl yangl dilakukanl dalaml masyarakatl tidakl 

dilakukanl secaral sembunyi-sembunyi.l Hall inil sangatl berkaitanl 

denganl pertanggungjawabanl hukum.36 

Kedua,l dalaml suatul hall perjanjianl hukuml adatl memberikanl 

pengertianl bahwal padal masyarakatl hendaknyal dilakukanl prinsipl 

perjanjianl juall belil secaral konstan.l Prinsipl tersebutl bermaknal 

adanyal keseimbanganl khususnyal dalaml pemenuhanl prestasi.l 

Setiapl pemenuhanl prestasil selalul diiringil denganl kontraprestasil 

yangl diberikanl secaral sertal mertal ataul secaral langsung.l Hall inil 

sepertil perjanjianl juall belil apabilal telahl terjadil kesepakatanl baikl 

daril pihakl penjuall maupunl daril pihakl pembeli,l makal haruslahl 

                                                 
35

l Ibid. 
36

l Jawahirl Thontowi,l Pengaturanl Masyarakatl Hukuml Adatl danl Implementasil Perlindunganl 

Hak-hakl Tradisionalnya,l Jurnall Penelitianl Ilmul Hukum,l 2015,l Vol.l 10,l No.l 1,l hlml 5,l 

https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/viewFile/4190/3711 l diaksesl padal 20l 

Januaril 2022. 
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selalul disertail denganl pembayaranl sebagail tandal jadi/l uangl 

mukal (panjer).37 

c. Pengertianl Juall Belil Menurutl Perspektifl Hukuml Islam 

Secaral bahasal juall belil dalaml bahasal Arabl adalahl al-

bay’l yangl memilikil artil tukar-menukarl ataul salingl menukar.l 

Menurutl Ibnul Qudamahl yangl dikutipl olehl Rahmadl Syafeil 

pengertianl juall belil adalahl “tukarl menukarl hartal untukl salingl 

dijadikanl hakl milik”.l Dapatl disimpulkan,l bahwal pengertianl juall 

belil menurutl bisnisl syariahl adalahl tukarl menukarl barangl antaral 

dual orangl ataul lebihl denganl dasarl sukal samal suka,l untukl 

salingl memiliki.l Denganl juall beli,l pihakl penjuall berhakl 

memilikil uangl secaral sahl danl pihakl pembelil berhakl memilikil 

barangl yangl dial terimal daril penjual.38 

Juall belil inil cukupl berkembangl denganl baikl dalaml 

kehidupanl masyarakatl danl menurutl ketentuanl bisnisl syariah.l Hall 

tersebutl disebabkanl karenal terdapatl unsurl sukarelal baikl daril 

pihakl penjuall maupunl pihakl pembeli.l Dalaml melakukanl juall 

belil ini,l hendaknyal harusl dilakukanl denganl salingl 

menguntungkanl danl tidakl merugikanl satul samal lain.l Selainl itu,l 

juall belil sebaiknyal dilakukanl secaral adil,l tidakl menipul danl 

salingl menghormatil sesamal pihakl sehinggal dalaml perdaganganl 

                                                 
37

l Ibid. 
38

l Sitil Mujiatun,l Juall Belil Dalaml Perspektifl Islaml :l Salaml danl Istisna’,l Jurnall Risetl danl 

Akuntansil danl Bisnis,l 2013,l Vol.l 13,l No.l 2,l hlm.l 204,l  

http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/149/94 l diaksesl padal 23l Desemberl 2021. 

http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/149/94
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khususnyal juall belil secaral islaml terdapatl prinsip-prinsipl ideal.l 

Perdaganganl dalaml islaml yangl ideall menurutl Bayul Krinal 

Murthil setidaknyal mengandungl prinsip-prinsipl sebagail berikut:39 

1. Prinsipl juall belil (perdaganganl ataul perniagaan)l itul halall 

danl bukanl dosa.l Hall inil berdasarkanl QS.l All Baqarahl 2;l 

282; 

ْْ بَّيْنكَُمْ  ى فاَكْتبُوُْهُۗ وَلْيكَْ تُ سَمًٰ ى اجََلٍ مُّ
ٰٓ ا اذَِا تدََاينَْتمُْ بدَِيْنٍ الِه مَنوُْٰٓ ٰٓايَُّهاَ الَّذِيْنَ اه يه

ْْۚ وَلْ يمُْللِِ الَّذِ ْْ  ُ فلَْيكَْتُ َْ كَمَا عَلَّمَهُ اٰللّه ٌْ انَْ يَّكْتُ ٌٌْۢ باِلْعَدْلِِۖ وَلََ يأَبَْ كَاتِ كَاتِ

قُّ  ََ َ رَبَّهٗ وَلََ يبَْخَسْ مِنْهُ شَيْ ـاًۗ فاَنِْ كَانَ الَّذِ ْْ عَلَ يْهِ الْ قُّ وَلْيتََّقِ اٰللّه ََ عَليَْهِ الْ

سَفيِْهاً اوَْ ضَعِيْفاً اوَْ لََ يسَْتطَِيْعُ انَْ يُّمِلَّ هوَُ فلَْيمُْللِْ وَليُِّهٗ باِلْعَدْ لِۗ 

امْرَاتَه نِ  جَالكُِمْۚ فاَنِْ لَّمْ يكَُوْناَ رَجُليَْنِ فرََجُلٌ وَّ وَاسْتشَْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّ

ىۗ وَلََ   ىهمَُا الَْخُْره رَ احِْده ىهمَُا فتَذَُكِّ اءِ انَْ تضَِلَّ احِْده هدَََۤ نْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ مِمَّ

ٰٓى  ا انَْ تكَْتبُوُْهُ صَغِيْرًا اوَْ كَبيِْرًا اِ له اءُ اذَِا مَا دُعُوْا ۗ وَ لََ تسَْ ـمَُوْٰٓ
هدَََۤ يأَبَْ الشُّ

ٰٓ انَْ تَ كُوْنَ  ا الََِّ ىٰٓ الَََّ ترَْتاَبوُْٰٓ ِ وَاقَْوَمُ للِشَّهاَدَةِ وَادَْنه
لكُِمْ اقَْسَطُ عِنْدَ اٰللّه اجََلهِٖۗ ذه

ا  تجَِارَةً حَاضِرَةً تدُِيْرُوْنهَاَ بيَْنكَُمْ فلَيَْسَ عَليَْكُمْ  جُناَحٌ الَََّ تكَْتبُوُْهَ اۗ وَاشَْهِدُوْٰٓ

لََ شَهِيْدٌ ەۗ وَانِْ تفَْعَلوُْا فاَنَِّهٗ فسُُوْ قٌٌۢ بكُِمْ ۗ  ٌْ وَّ رَّ كَاتِ اذَِا تبَاَيعَْتمُْ ِۖ وَلََ يضَُاَۤ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِْمٌ  ُ ۗ وَاٰللّه َ ۗ وَيعَُلِّمُكُمُ اٰللّه  وَاتَّقوُا اٰللّه

Artinyal :l “wahail orang-orangl yangl beriman!l Apabilal 

kamul melakukanl utangl piutangl untukl waktul yangl 

ditentukan,l hendaklahl kamul menuliskannya.l Danl 

hendaklahl seorangl penulisl diantaral kamul menuliskannyal 
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l Jamall Wiwohol danl Anisl Mashdurohatun,l Op.,l Cit,l hlm.l 145-148. 
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denganl benar.l Janganlahl penulisl menolakl untukl 

menuliskannyal sebagaimanal Allahl telahl mengajarkanl 

kepadanya,l makal hendaklahl dial menuliskan.l Danl 

hendaklahl orangl yangl berhutangl itul mendiktekan,l danl 

hendaklahl dial bertakwal kepadal Allah,l Tuhannya,l danl 

janganlahl dial mengurangil sedikitpunl daripadanya.l Jikal 

yangl berhutangl itul orangl yangl kurangl akalnyal ataul 

lemahl (keadaannya),l ataul tidakl mampul mendiktekanl 

sendiri,l makal hendaklahl walinyal mendiktekannyal denganl 

benar.l Danl persaksikanlahl denganl dual orangl laki-laki,l 

makal (boleh)l seorangl laki-lakil danl dual orangl 

perempuanl dil antaral orang-orangl yangl kamul sukail daril 

paral saksil (yangl ada),l agarl jikal yangl seorangl lupa,l 

makal yangl seorangl lagil mengingatkannya.l Danl janganl 

lahl saksi-saksil itul menolakl apabilal dipanggil.l Danl 

janganlahl kamul bosanl menuliskannya,l untukl batasl 

waktunyal baikl (utangl itu)l kecill maupunl besar.l Yangl 

demikianl itu,l lebihl adill dil sisil Allah,l lebihl dapatl 

menguatkanl kesaksian,l danl lebihl mendekatkanl kamul 

kepadal ketidakl raguan,l kecualil jikal hall itul merupakanl 

perdaganganl tunail yangl kamul jalankanl dil antaral kamu,l 

makal tidakl adal dosal bagil kamul jikal kamul tidakl 

menuliskannya.l Danl ambillahl saksil apabilal kamul berjuall 

beli,l danl janganlahl penulisl dipersulitl danl begitul jugal 

saksi.l Jikal kamul lakukanl (yangl demikian),l makal 

sungguh,l hall itul suatul kefasikanl padal kamu.l Danl 

bertakwalahl kepadal Allah,l Allahl memberikanl pengajaranl 

kepadal mu,l danl Allahl Mahal Mengetahuil segalal 

sesuatu.”40 
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l Diaksesl daril Websitel Resmil Kementrianl Agamal RI,l https://quran.kemenag.go.id/l . 
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2. Prinsipl perdaganganl harusl dilakukanl berdasarkanl rasal 

sukal samal sukal danl tidakl denganl caral yangl batil.l Hall 

inil sebagaimanal tertulisl dalaml QS.l An-Nisal 4l :29l ; 

ٰٓ انَْ تكَُوْنَ تِ جَارَةً عَنْ  ا امَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ الََِّ مَنوُْا لََ تأَكُْلوُْٰٓ ٰٓايَُّهاَ الَّذِيْنَ اه يه

َ كَانَ بكُِمْ رَحِيْمًا ا انَْفسَُكُمْ ۗ انَِّ اٰللّه نْكُمْ ۗ وَلََ تقَْتلُوُْٰٓ  ترََاضٍ مِّ

Artinyal :l “Wahail orang-orangl yangl beriman!l Janganlahl 

kamul salingl memakanl hartal sesamamul denganl jalanl 

yangl batill (tidakl benar),l kecualil dalaml perdaganganl 

yangl berlakul atasl dasarl sukal samal sukal dil antaral 

kamu.l Danl janganlahl kamul membunuhl dirimu.l Sungguh,l 

Allahl Mahal Penyayangl kepadamu.”41 

3. Prinsipl perdaganganl tidakl bolehl membuatl lali.l Hall inil 

berdasarkanl QS.l All Jumu'ahl 62:9l ; 

 ِ ى ذِكْرِ  اٰللّه وةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا الِه له ا اذَِا نوُْدِ َْ للِصَّ مَنوُْٰٓ ٰٓايَُّهاَ الَّذِيْنَ اه يه

لكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ انِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُوْنَ   وَذَرُوا الْبيَْعَۗ ذه

Artinyal :l “Wahail orang-orangl yangl beriman!l Apabilal 

telahl diserul untukl melaksanakanl shalatl padal haril 

Jum’at,l makal segeralahl kamul mengingatl Allahl danl 

tinggalkanlahl juall beli.l Yangl demikianl itul lebihl baikl 

bagimul jikal kamul mengetahui.”42 

4. Prinsipl konsumenl yangl dimuliakan,l berbelanjalahl 

secukupnyal tidakl berlebihanl danl kikirl sertal 

membelanjakanl sebagianl hartal dil jalanl kebajikan.l Hall 

tersebutl tertulisl dalaml QS.l All Furqanl 25:67; 

                                                 
41

l Diaksesl daril Websitel Resmil Kementrianl Agamal RI,l https://quran.kemenag.go.id/ 
42

l Diaksesl daril Websitel Resmil Kementrianl Agamal RI,l https://quran.kemenag.go.id/ 
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لكَِ قوََامًا  وَالَّذِيْنَ اذَِآٰ انَْفقَوُْا لمَْ يسُْرِفوُْا وَلمَْ يقَْترُُوْا وَكَانَ بيَْنَ ذه

Artinyal :l “Danl (termasukl hamba-hambal Tuhanl Yangl 

Mahal Pengasih)l orang-orangl yangl apabilal menginfakkanl 

(harta),l merekal tidakl berlebihan,l danl tidakl (pula)l kikir,l 

diantaral keduanyal secaral wajar.”43 

Danl berdasarkanl QS.l All Baqarahl 2:254l ; 

نْ قبَْلِ انَْ يَّأتْيَِ يوَْمٌ لََّ بيَْعٌ  فيِْهِ  وَلََ  كُمْ مِّ ا رَزَقْنه ا انَْفقِوُْا مِمَّ مَنوُْٰٓ ٰٓايَُّهاَ الَّذِيْنَ اه يه

لمُِوْنَ  فرُِوْنَ همُُ الظٰه لََ شَفاَعَةٌ ۗوَالْكه  خُلَّةٌ وَّ

Artinyal :l “Wahail orang-orangl yangl beriman!l 

Infakkanlahl sebagianl daril rezekil yangl telahl Kamil 

berikanl kepadamul sebeluml datangl haril ketikal tidakl adal 

lagil juall beli,l tidakl adal lagil persahabatanl danl tidakl 

adal lagil syafaat.l Orang-orangl kafirl itulahl orangl yangl 

zalim.”44 

5. Prinsipl laranganl berlakul curangl dalaml takaranl danl 

timbanganl sertal kewajibanl menjagal takaranl danl 

timbangan.l Hall inil sebagaimanal tertulisl dil dalaml QS.l All 

An’aml 6:152l ; 

هٗ ۚوَاوَْفُ وا الْكَيْلَ  ى يبَْلغَُ اشَُدَّ وَلََ تقَْرَبوُْا مَالَ الْيتَيِْمِ الََِّ باِلَّتيِْ هِيَ احَْسَنُ حَتٰه

وَالْمِيْزَانَ باِلْقسِْطِۚ لََ نكَُلِّفُ نفَْسًا الََِّ وُسْعَهاَۚ وَاذَِا قلُْتُ مْ فاَعْدِلوُْا وَلَ وْ كَانَ ذَا 

ىكُمْ بهِٖ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُوْنَ   لكُِمْ وَصٰه ِ اوَْفوُْاۗ ذه ىۚ وَبعَِهْدِ اٰللّه  قرُْبه

Artinyal :l “Danl janganlahl kamul mendekatil hartal anakl 

yatim,l kecualil denganl caral yangl lebihl bermanfaat,l 
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sampail dial mencapail (usia)l dewasa.l Danl 

sempurnakanlahl takaranl danl timbanganl denganl adil.l 

Kamil tidakl membebanil seseorangl melainkanl menurutl 

kesanggupannya.l Apabilal kamul berbicara,l bicaralahl 

sejujurnya,l sekalipunl dial kerabat(mu)l danl penuhilahl janjil 

Allah.l Demikianlahl Dial memerintahkanl kepadamul agarl 

kamul ingat.”45 

2.lSyaratl Sahl Danl Hapusnyal Perjanjianl Juall Beli 

  Ketentuanl mengenail syaratl sahl dilakukannyal suatul perjanjianl 

dalaml KUHl Perdatal diaturl padal Bukul IIIl KUHl Perdatal Pasall 1320l 

yangl menyebutkanl terdapatl 4l (empat)l syaratl sah,l yaitul : 

a. Adanyal kesepakatanl kedual belahl pihak; 

b. Kecakapanl untukl melakukanl perbuatanl hukum; 

c. Adanyal objekl perjanjian;l dan 

d. Adanyal suatul sebabl yangl halal.46 

Syaratl pertamal danl kedual disebutl denganl syaratl subyektifl 

karenal menyangkutl pihak-pihakl yangl mengadakanl perjanjian.l 

Sementaral padal syaratl ketigal danl keempatl merupakanl syaratl 

objektif,l karenal menyangkutl objekl perjanjian.l Apabilal syaratl 

subjektifl tidakl terpenuhi,l makal perjanjianl dapatl dibatalkan.l Jikal 

syaratl objektifl tidakl terpenuhi,l makal perjanjianl itul batall demil 

hukum.l Maksudnya,l daril awall perjanjianl dianggapl tidakl pernahl 

terjadi.47 
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46

l R.l Subektil danl R.l Tjitrosudibio,l Op.,l Cit,l hlm.l 339. 
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Dilanjutkanl denganl penjelasanl Pasall 1321l KUHl Perdatal 

mengatakanl bahwal suatul kesepakatanl tidakl sahl apabilal kesepakatanl 

antaral kedual belahl pihakl diberikanl denganl dasarl kekhilafan,l ataul 

diperolehl denganl paksaanl ataul melaluil penipuan. 

Sedangkanl menurutl hukuml Islam,l perjanjianl dalaml ajaranl 

agamal Islaml jugal seringl disebutl sebagail akad.l Akadl adalahl suatul 

hubunganl antaral kedual belahl pihakl yangl telahl melakukanl ijabl danl 

kabull danl dibenarkanl olehl syara’l danl menimbulkanl akibatl hukuml 

terhadapl objeknya.l Terdapatl tigal unsurl yangl mengandungl dalaml 

akad,l yaitul sebagail berikutl :48 

a)l Pertalianl ijabl danl kabul 

Ijabl merupakanl suatul pernyataanl daril kehendakl salahl satul 

pihakl (mujib)l untukl melakukanl sesuatul ataul tidakl melakukanl 

sesuatu.l Sedangkanl yangl dimaksudl denganl Kabull adalahl 

pernyataanl untukl menerimal ataul menyetujuil kehendakl daril 

mujibl kepadal pihakl lainnyal (qabil).l Keduanyal wajibl adal danl 

memegangl peranl pentingl dalaml suatul perjanjian. 

b)l Dibenarkanl olehl syara’ 

Akadl yangl dilaksanakanl haruslahl sejalanl denganl syari’ahl danl 

tidakl bertentanganl denganl All Qur’anl danl Hadist.l Mengenail 

pelaksanaan,l tujuan,l maupunl objekl akadl tidakl bolehl 

bertentanganl denganl syari’ah.l Apabilal inil terjadi,l makal akadl 

                                                 
48

l Jamall Wiwohol danl Anisl Masdhurohatun,l Op.,l Cit,l hlm.l 151-152. 
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yangl dilaksanakanl menjadil tidakl sah.l Misal,l apabilal suatul 

perjanjianl untukl menjuall barangl yangl tidakl halall makal suatul 

perjanjianl juall belil tersebutl tidakl sahl karenal objekl yangl tidakl 

halal. 

c)l Menimbulkanl akibatl hukuml terhadapl objeknya 

Akadl merupakanl salahl satul daril tindakanl hukuml (tasharruf).l 

Adanyal akadl menimbulkanl akibatl hukuml terhadapl objekl hukuml 

yangl diperjanjikanl olehl paral pihakl danl jugal memberikanl 

konsekuensil hakl danl kewajibanl yangl mengikatl paral pihak.49 

3. Hapusnyal Perjanjianl Juall Beli 

Denganl terpenuhinyal syarat-syaratl yangl dijelaskanl diatasl 

makal suatul perjanjianl juall belil akanl dihukumil sahl pelaksanaannya.l 

Namunl dalaml prakteknyal adal jugal beberapal unsurl yangl menjadil 

alasanl hapusnyal perjanjianl juall beli.l Namunl dalaml pembahasannyal 

terdapatl perbedaanl antaral hapusnyal suatul perikatanl danl hapusnyal 

suatul perjanjian.l Hapusnyal suatul perikatanl diaturl dalaml Bukul IIIl 

KUHl Perdatal Pasall 1381l KUHl Perdatal yangl manal menjelaskanl 

bahwal : 

“Perikatan-perikatanl hapusl : 

a. karenal pembayaran; 

b. karenal penawaranl pembayaranl tunai,l diikutil denganl 

penyimpananl ataul penitipan; 

c. karenal pembaharuanl utang; 

d. karenal perjumpaanl utangl ataul kompensasi; 

                                                 
49

l Ibid. 
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e. karenal percampuranl utang; 

f. karenal pembebasanl utangnya; 

g. karenal musnahnyal barangl yangl terutang; 

h. karenal kebatalanl ataul pembatalan; 

i. karenal berlakunyal suatul syaratl batal,l yangl diaturl dalaml babl 

kel satul buku;l dan 

j. karenal lewatl waktu,l yangl akanl diaturl dalaml suatul babl 

sendiri.”50 

Sementaral hapusnyal suatul perjanjianl adalahl sebagail berikutl : 

a. Karenal tujuanl perjanjianl sudahl tercapai; 

b. Denganl persetujuanl kedual belahl pihakl sesuail denganl pasall 

1338l ayatl (2)l KUHl Perdata; 

c. Karenal ketentuanl undang-undang; 

d. Karenal ditentukanl olehl paral pihakl mengenail perjanjianl denganl 

jangkal waktul tertentu; 

e. Karenal keputusanl hakim;l dan 

f. Karenal diputuskanl olehl salahl satul pihak.51 

Berdasarkanl penjelasanl diatas,l makal dapatl disimpulkanl bahwal 

perbedaanl hapusnyal perikatanl denganl hapusnyal perjanjian,l adalahl : 

a) Caral hapusnyal perjanjianl berbedal denganl hapusnyal perikatan;l  

b) Hapusnyal perikatanl beluml tentul menghapuskanl suatul perjanjian,l 

kecualil semual perikatan-perikatanl yangl adal padal perjanjianl 

tersebutl sudahl hapus.l Sebaliknyal hapusnyal suatul perjanjianl 

mengakibatkanl hapusnyal perikatan-perikatannya.52 

                                                 
50

l R.l Subektil danl R.l Tjitrosudibio,l Op.,l Cit,l hlm.l 349. 
51

l Fickyl Nento,l Tinjauanl Hukuml Hapusnyal Perikatanl Juall Belil Barangl Menurutl Kitabl 

Undang-undangl Hukuml Perdata,l lexl crimen,l 2016,l Vol.l 5,l No.l 6,l hlm.l 77. 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13471/13054 l l diaksesl padal 30l 

Desemberl 2021. 
52

l Ibid. 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13471/13054
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C.l Tinjauanl Tentangl Hakl Atasl Tanah 

1. Hakl Atasl Tanahl  

  Menurutl hukuml positifl yangl berlakul dil Indonesia,l sesuail 

denganl Pasall 33l ayatl (3)l Undang-Undangl Dasarl Negaral Republikl 

Indonesial Tahunl 1945l telahl diaturl bahwal : 

“Bumil danl airl danl kekayaanl alaml yangl terkandungl dil dalamnyal 

dikuasail olehl negaral danl dipergunakanl untukl sebesar-besarl 

kemakmuranl rakyat.” 

Sehinggal dalaml konteksl mengenail hukuml agrarial bahwal hakl 

menguasail yangl dimilikil olehl negaral inil berdasarkanl Undang-

Undangl Dasarl Pokokl Agrarial Nomorl 5l Tahunl 1960l selanjutnyal 

disebutl (UUPA)l Pasall 2l ayatl (2)l memberikanl wewenangl kepadal 

negaral untukl: 

a. Mengaturl danl menyelenggarakanl peruntukan,l penggunaan,l 

persediaanl danl pemeliharaanl bumi,l airl danl ruangl angkasal 

tersebut; 

b. Menentukanl danl mengaturl hubungan-hubunganl hukuml antaral 

orang-orangl denganl bumi,l airl danl ruangl angkasa; 

c. Menentukanl danl mengaturl hubungan-hubunganl hukuml antaral 

orang-orangl danl perbuatan-perbuatanl hukuml yangl mengenail 

bumi,l airl danl ruangl angkasa. 
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  Berdasarkanl hakl menguasail negaral inilahl yangl dapatl 

menentukanl bermacam-macaml hakl atasl tanahl yangl dapatl dimilikil 

danl diberikanl kepadal orangl ataul badanl hukum.l Hak-hakl atasl tanahl 

inil memberikanl wewenangl kepadal siapal sajal yangl menguasainyal 

untukl menggunakanl tanahl yangl bersangkutan,l danl termasukl jugal 

bumi,l air,l sertal ruangl yangl adal diatasnya. 

  Sedangkanl menurutl sudutl pandangl hukuml adat,l hukuml 

penguasaanl tanahl olehl masyarakatl adatl lebihl seringl dikenall denganl 

istilahl hakl ulayat.l Hakl ulayatl merupakanl serangkaianl kewajibanl danl 

wewenangl dalaml masyarakatl adatl yangl berhubunganl denganl tanahl 

yangl terletakl dalaml lingkupl wilayahnyal danl merupakanl pendukungl 

utamal dalaml penghidupanl danl kehidupanl masyarakatl sepanjangl 

masa.l Hakl ulayatl sendiril bersifatl komunal,l padal hakikatnyal terdapatl 

pulal hakl peroranganl untukl menguasail sebagianl daril objekl 

penguasaanl hakl ulayatl tersebut.l untukl sementaral waktu,l seseorangl 

berhakl mengolahl sertal menguasail sebidangl tanahl denganl mengambill 

hasilnya,l tetapil bukanl berartil bahwal hakl ulayatl tetapl melapisil ataul 

mengatasil hakl pribadil ataul perseoranganl tersebut.l hakl ulayatl barul 

pulihl kembalil bilal orangl yangl bersangkutanl telahl melepaskanl hak.53 

                                                 
53

l Hayatunl Ismi,l Pengakuanl danl Perlindunganl Hukuml Masyarakatl Adatl Atasl Tanahl Ulayatl 

dalaml Upayal Pembaharuanl Hukuml Nasional,l Jurnall Ilmul Hukum,l Vol.l 3l No.l 1,l  

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengakuan+dan+perlindungan+huk

um+hak+masyarakat+adat+atas+tanah+ulayat+dalam+upaya+pembaharuan+hukum+nasional&bt

nGl diaksesl padal 27l Januaril 2022. 

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengakuan+dan+perlindungan+hukum+hak+masyarakat+adat+atas+tanah+ulayat+dalam+upaya+pembaharuan+hukum+nasional&btnG
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengakuan+dan+perlindungan+hukum+hak+masyarakat+adat+atas+tanah+ulayat+dalam+upaya+pembaharuan+hukum+nasional&btnG
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengakuan+dan+perlindungan+hukum+hak+masyarakat+adat+atas+tanah+ulayat+dalam+upaya+pembaharuan+hukum+nasional&btnG
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengakuan+dan+perlindungan+hukum+hak+masyarakat+adat+atas+tanah+ulayat+dalam+upaya+pembaharuan+hukum+nasional&btnG
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  Menurutl pendapatl Marial Wl Sumardjonol dalaml menentukanl 

ukuranl hakl ulayatl perlul ditentukanl tigal (3)l ciril pokok,l diantaranyal 

yaitul : 

1. Adanyal masyarakatl hukuml adatl yangl memenuhil ciri-ciril tertentul 

sebagail subjekl hakl ulayat; 

2. Tanah/wilayahl denganl batasan-batasanl tertentul yangl merupakanl 

subjekl hakl ulayat; 

3. Adanyal kewenanganl masyarakatl hukuml untukl melakukanl 

tindakan-tindakanl tertentul sebagaimanal yangl telahl ditentukan.54 

  Berdasarkanl hakl menguasail negaral dapatl ditentukannyal 

bermacam-macaml hakl atasl tanahl yangl dapatl dimilikil danl diberikanl 

kepadal orangl ataul badanl hukum.l Hak-hakl atasl tanahl inil 

memberikanl wewenangl kepadal siapal sajal yangl dapatl menguasainyal 

untukl menggunakanl tanahl yangl bersangkutan,l termasukl bumi,l air,l 

sertal ruangl yangl adal dil atasnya. 

  Dalaml Pasall 16l UUPAl disebutkanl macam-macaml hakl atasl 

tanah,l yaitul :55 

a) Hakl milik;56l Hakl milikl adalahl hakl turun-temurun,l terkuatl danl 

terpenuhl yangl dapatl dipunyail orangl atasl tanah.l Hakl inil dapatl 

beralihl danl dialihkanl kepadal pihakl lainl danl jangkal waktul 

selamanyal ataul seumurl hidup. 

                                                 
54

l Ibid. 
55

l Pasall 16l UUl No.l 5l Tahunl 1960l UUPA. 
56

l Pasall 20l UUl No.l 5l Tahunl 1960l UUPA. 
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b) Hakl Gunal Usaha;57l Hakl inil untukl mengusahakanl tanahl yangl 

dikuasail langsungl olehl Negaral gunal perusahaanl pertanian,l 

perikananl ataul peternakan.l Hakl diberikanl waktul selama-lamanyal 

25l tahunl danl untukl perusahaanl yangl memerlukanl waktul lebihl 

lamal dapatl diberikanl hakl gunal usahal denganl waktul palingl 

lamal 35l tahun. 

c) Hakl Gunal Bangunan;58l adalahl hakl untukl mendirikanl danl 

mempunyail bangunan-bangunanl atasl tanahl yangl bukanl miliknyal 

sendiri,l denganl jangkal waktul palingl lamal 30l tahunl danl dapatl 

diperpanjangl selamal 20l tahunl yangl selanjutnyal dapatl diajukanl 

pembaharuanl hak. 

d) Hakl Pakai;59l Hakl Pakail digunakanl untukl menggunakanl dan/ataul 

memungutl hasill daril tanahl yangl dikuasail langsungl olehl Negaral 

ataul tanahl milikl orangl lain,l yangl memberil wewenangl danl 

kewajibanl yangl ditentukanl dalaml keputusanl pemberiannyal olehl 

pejabatl yangl berwenangl memberikannyal ataul dalaml perjanjianl 

denganl pemilikl pengolahanl tanah,l yangl bukanl perjanjianl sewa-

menyewal ataul perjanjianl pengolahanl tanah,l segalal sesuatul asall 

tidakl bertentanganl denganl jiwal danl ketentuan-ketentuanl undang-

undang.l Jangkal waktunyal adalahl 25l tahunl danl dapatl 

                                                 
57

l Pasall 28l UUl No.l 5l Tahunl 1960l UUPA. 
58

l Pasall 35l UUl No.l 5l Tahunl 1960l UUPA. 
59

l Pasall 41l UUl No.l 5l Tahunl 1960l UUPA. 
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diperpanjangl 20l tahunl ataul selamal tanahnyal dipergunakanl untukl 

keperluanl yangl tertentu. 

e) Hakl Sewa;60l merupakanl hakl untukl mempergunakanl tanah-milikl 

orangl lainl untukl keperluanl bangunan,l denganl membayarl kepadal 

pemiliknyal sejumlahl uangl sebagail sewa.l Pembayaranl uangl sewal 

dapatl dilakukanl secaral : 

a. Satul kalil ataul padal tiap-tiapl waktul tertentu, 

b. Sebeluml ataul sesudahl tanahnyal dipergunakan. 

f) Hakl membukal tanahl danl memungutl hasill hutan;61l hakl inil 

hanyal dapatl dipunyail olehl wargal negaral Indonesial danl diaturl 

denganl Peraturanl Pemerintah.l Denganl mempergunakanl hakl 

memungutl hasill hutanl secaral sahl tidakl denganl sendirinyal 

diperolehl hakl milikl atasl tanahl itu. 

2.l Peralihanl Hakl Atasl Tanahl Melaluil Juall Beli 

  Tanahl merupakanl bendal tidakl bergerakl sehinggal pengalihanl 

kepemilikanl atasl tanahl mengacul padal Pasall 616l danl Pasall 620l 

KUHl Perdata,l dil manal pengalihanl kepemilikanl tersebutl dilakukanl 

denganl pengumumanl aktal otentikl danl membukukannyal dalaml 

register.l Mengenail pelaksanaanl peralihanl hakl atasl tanahl melaluil juall 

belil terdapatl beberapal prosedurl yangl dilakukanl dihadapanl Pejabatl 

                                                 
60

l Pasall 44l UUl No.l 5l Tahunl 1960l UUPA. 
61

l Pasall 46l UUl No.l 5l Tahunl 1960l UUPA. 
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Pembuatanl Aktal Tanahl (PPAT)l untukl menujul prosesl balikl nama,l 

diantaranyal sebagail berikutl :62 

a.lMasal sebeluml dilaksanakanl juall beli 

sebeluml dilaksanakannyal prosesl juall belil pembelil 

hendaknyal mengadakanl perjanjianl mengenail akanl dilakukanl juall 

belil dil kemudianl haril ataul biasal nyal disebutl Perjanjianl 

Pengikatanl Juall Belil (PPJB).l Denganl begitul padal tahapl awall inil 

adalahl waktul untukl pembelil memastikanl secaral telitil buktil 

kepemilikanl sertal surat-suratl yangl bersangkutanl adalahl aslil danl 

dapatl dipertanggungjawabkanl keabsahannya.l Yangl terpentingl bagil 

pembelil adalahl memastikanl bahwal penjuall telahl memilikil buktil 

kepemilikanl berupal sertifikatl hakl milik,l hakl gunal bangunan,l hakl 

gunal usaha,l ataul punl hakl pakail bilal tanahl tersebutl telahl 

didaftarkanl dil Kantorl Pertanahan.l Setelahl diketahuil secaral pastil 

bahwal penjuall adalahl sebagail pemilikl yangl berhakl atasl tanah,l 

makal barulahl dilangsungkanl tawar-menawarl hargal tanahl yangl 

akanl dijual.l Paral pihakl jugal harusl melunasil pajakl juall belil atasl 

tanahl dan/ataul bangunanl tersebut. 

 Jikal telahl terpenuhinyal hall hall tersebutl diatasl danl antarl paral 

pihakl telahl mencapail kesepakatan,l makal selanjutnyal pembelil danl 

penjuall melakukanl juall belil dihadapanl PPAT.l  

b.lMasal aktal juall belil dil hadapanl PPAT 

                                                 
62

l Silvinal Andinila,l Pelaksanaanl Juall Belil Tanahl dan/ataul Bangunanl Secaral Angsuranl Dil 

Kotal Semarang,l 2021l Semarangl :l Unissula,l hal.l 52. 
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 Tahapl selanjutnyal yaitul pembuatanl aktal juall belil tanah.l Padal 

tahapl inil perlul diperhatikanl bahwal dalaml pembuatanl aktal juall 

belil terhadapl tanahl yangl sudahl terdaftarl l ataul bersertifikatl 

tentunyal pelaksanaannyal lebihl mudahl apabilal dibandingkanl 

denganl yangl beluml terdaftar.l Setelahl terjadil kesepakatanl terhadapl 

hargal tanah,l pihakl penjuall danl pembelil datangl kel kantorl PPATl 

untukl membuatl aktal juall belil tanah.l Apabilal inginl diwakilkanl 

dapatl didatangkanl pihakl ketigal berdasarkanl suratl kuasa.l Sebeluml 

aktal juall belil dibuat,l terlebihl dahulul PPATl melakukanl 

pemeriksaanl terkaitl berkas-berkasl sebagail syaratl pembuatanl aktal 

juall belil tersebut.l jikal dalaml juall belil atasl tanahl telahl memilikil 

sertifikatl makal tidakl diperlukanl suratl keteranganl kepalal desal 

yangl disahkanl olehl camatl yangl menyatakanl bahwal tanahl tersebutl 

adalahl benar-benarl menjadil hakl atasl tanahl daripadal penjual. 

 Setelahl melakukanl pengecekan,l pelaksanaanl pembuatanl aktal 

juall belil dil hadapanl PPATl dihadiril olehl penjuall danl pembelil 

ataul orangl yangl diberil kuasal (secaral tertulis).l Selainl kedual pihakl 

tersebut,l jugal dihadiril sekurang-kurangnyal dual orangl saksil yangl 

biasanyal dapatl disaksikanl olehl pegawail PPATl ataul orangl lainl 

yangl dipandangl cakapl menurutl hukum.l Apabilal terdapatl keraguanl 

mengenail saksi,l makal PPATl dapatl memanggill kepalal desal danl 

anggotal pemerintahl desal sebagail saksil dalaml juall belil tanahl 

tersebut.l Selanjutnyal PPATl membacakanl aktal danl menjelaskanl isil 
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sertal maksudl perbuatannyal dil hadapanl paral pihak.l Apabilal isil 

aktal disetujuil olehl calonl pembelil danl penjual,l makal akanl 

dilanjutkanl padal penandatangananl aktal juall belil tanahl tersebut. 

c.lMasal pendaftaranl ataul balikl namal sertifikat 

Bilal penandatangananl aktal juall belil telahl dilakukan,l makal 

prosesl selanjutnyal yaitul PPATl mengiriml berkasl balikl namal 

(Aktal PPAT)l denganl melampirkanl buktil pembayaranl panjarl (uangl 

muka),l sertifikatl asli,l 2l (dua)l eksemplarl aktal juall belil untukl 

syaratl pendaftaranl padal kantorl pertanahanl danl dapatl jugal dibawal 

langsungl olehl pihakl yangl berkepentinganl untukl didaftarkanl padal 

kantorl pertanahan.63l Pendaftaranl tanahl merupakanl salahl satul hall 

untukl menjaminl kepastianl hukuml dil bidangl pertanahan.l Hall inil 

tercantuml padal Pasall 19l UUPAl yangl berbunyil : 

“Untukl menjaminl kepastianl hukuml olehl pemerintahl diadakanl 

pendaftaranl tanahl diseluruhl wilayahl Republikl Indonesial menurutl 

ketentuan-ketentuanl yangl diaturl denganl Peraturanl Pemerintah.”64 

 Penjelasanl lainnyal jugal terdapatl dalaml Pasall 40l Peraturanl 

Pemerintahl Nomorl 24l Tahunl 1997l bahwal pendaftaranl dilakukanl 

olehl PPATl yangl menyerahkanl berkasl aktal juall belil kel kantorl 

pertanahanl kabupaten/kotal setempatl untukl dibalikl nama,l selambat-

                                                 
63

l Nil Ketutl Saril Adnyani,l Tinjauanl Yuridisl Sahnyal Juall Belil Hakl Milikl Atasl Tanahl Menurutl 

Hukuml Adatl danl Undang-Undangl Pokokl Agrarial (UUPA)l dil Kabupatenl Karangasem,l Jurnall Hukum,l 

2013,l Vol.12,l No.l 1l hlml 86,l  

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKFIS/article/viewFile/1820/1592 l diaksesl padal 25l 

Januaril 2022. 
64

l Pasall 19l UUl No.l 5l Tahunl 1960l UUPA. 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKFIS/article/viewFile/1820/1592


51 

 

lambatnyal tujuhl haril kerjal sejakl ditandatanganinyal aktal yangl 

bersangkutan.l Dokumen-dokumenl yangl diserahkanl olehl PPATl 

dalaml rangkal pendaftaranl pemindahanl hakl atasl tanahl ataul hakl 

milikl atasl satuanl rumahl susunl kel kantorl pertanahanl 

kabupaten/kotal setempatl adalahl : 

a. Suratl permohonanl pendaftaranl peralihanl hakl yangl 

ditandatanganil olehl penerimal hakl (pembeli)l ataul kuasanya; 

b. Suratl kuasal tertulisl daril penerimal hakl (pembeli)l apabilal yangl 

mengajukanl permohonanl pendaftaranl pemindahanl hakl bukanl 

penerimal hakl (pembeli); 

c. Aktal juall belil olehl PPATl yangl padal waktul pembuatanl aktal 

masihl menjabatl danl yangl daerahl kerjanyal meliputil letakl 

tanahl bersangkutan; 

d. Buktil identitasl pihakl yangl mengalihkanl hakl (penjual); 

e. Buktil identitasl pihakl yangl menerimal hakl (pembeli); 

f. Sertipikatl hakl atasl tanahl aslil yangl dialihkanl 

(diperjualbelikan); 

g. Izinl pemindahanl hakl bilal diperlukan; 

h. Buktil pelunasanl pembayaranl beal perolehanl hakl atasl tanahl 

danl bangunanl (BPHTB),l dalaml hall beal tersebutl terutang;l dan 

i. Buktil pelunasanl pembayaranl pajakl penghasilanl (Pph),l dalaml 

hall pajakl tersebutl terutang.65 

 Apabilal semual berkasl danl persyaratanl untukl balikl namal 

telahl dipenuhil makal dilanjutkanl prosesl yangl dilakukanl olehl 

                                                 
65

Fredrikl Mayorel Saranaung,l Peralihanl Hakl Atasl Tanahl Melaluil Juall Belil Menurutl 

Peraturanl Pemerintahl Nomorl 24l Tahunl 1997,l Jurnall Hukum,l 2017,l Vol.l 6,l No.l 1,l hlm.l 15, 
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kantorl pertanahanl sesuail denganl prosedurl yangl terdiril atasl 

beberapal langkahl yaitul : 

1) Ketikal berkasl telahl diterima,l daril pihakl kantorl pertanahanl 

akanl memberikanl tandal buktil penerimaanl permohonanl balikl 

namal kepadal PPAT,l kemudianl PPATl memberikanl nyal 

kepadal pembeli.l Tandal buktil hakl itul disebutl sertipikatl hakl 

tanahl yangl terdiril daril atasl salinanl bukul tanahl danl suratl 

ukurl yangl dijilidl menjadil satul dalaml satul sampul. 

2) Namal pemegangl hakl lamal ataul penjuall dil dalaml bukul tanahl 

danl sertifikatl dicoretl denganl menggunakanl tintal warnal hitaml 

danl diparafl olehl kepalal kantorl pertanahanl ataul pejabatl yangl 

ditunjuk. 

3) Namal pemegangl hakl barul ataul pembelil ditulisl dil halamanl 

danl koloml bukul tanahl danl sertifikatl denganl ditambahkanl 

tanggall pencatatanl danl sertifikatl denganl ditambahkanl tanggall 

pencatatanl danl ditandatanganil olehl kepalal kantorl pertanahanl 

ataul pejabatl yangl ditunjuk. 

4) Dalaml waktul selamal 14l (empatl belas)l haril pembelil dapatl 

mengambill sertifikatl yangl sudahl atasl namal pembelil dil kantorl 

pertanahanl kabupatenl ataul kotal setempat. 

 Sebeluml melakukanl suatul perjanjianl danl proses-prosesl dil 

atasl hendaknyal perlul memperhatikanl syarat-syaratl tertentu.l Dalaml 
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perjanjianl inil terdapatl dual syaratl yangl harusl dipenuhil yaitul 

syaratl materiill danl jugal syaratl formil. 

a.lSyaratl Materiil 

Syaratl materiill adalahl suatul hall yangl menentukanl 

sahnyal prosesl juall belil tanahl tersebut.l Syaratl materiill terdiril 

atasl subjekl danl objekl hukum.l Subjekl hukuml sendiril terdiril 

daril pihakl penjuall danl pihakl pembeli.l  

Pertama,l Pihakl pembelil merupakanl subjekl yangl berhakl 

membelil tanahl daril penjual.l Sehinggal pembelil sebagail 

penerimal hakl harusl memenuhil persyaratanl untukl memilikil 

tanahl yangl akanl dibelinya.l Makal daril itu,l untukl menentukanl 

berhakl ataul tidaknyal pembelil untukl mendapatkanl hakl atasl 

tanahl yangl dibelinyal dapatl dilihatl daril hakl apal yangl adal padal 

tanahl tersebutl dapatl berupal hakl milik,l hakl gunal usaha,l hakl 

gunal bangunan,l ataupunl hakl pakai.l  

Kedua,l pihakl penjuall berhakl menjuall kembalil tanahl 

yangl bersangkutan.l Yangl berhakl menjuall suatul bidangl tanahl 

tertentul hanyalahl pemegangl sahl daril hakl atasl tanahl tersebutl 

(pemilik).l Apabilal pemilikl sebidangl tanahl tersebutl hanyal satul 

orangl saja,l makal dial berhakl untukl menjuall sendiril tanahnya.l 

Namun,l apabilal pemilikl tanahl berjumlahl dual orangl makal yangl 

berhakl menjuall tanahl adalahl kedual orangl itul secaral bersama-

sama.l Sehinggal ketikal akanl menjuall tanahl yangl bersangkutanl 
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pemilikl harusl salingl sepakatl danl tidakl bolehl seorangl sajal 

yangl bertindakl sebagail penjual. 

Ketiga,l tanahl sebagail objekl hukuml dalaml juall belil inil 

bolehl diperjualbelikanl danl tidakl sedangl dalaml sengketa.l 

Apabilal tanahl yangl bersangkutanl masihl dalaml sengketal ataul 

dalaml suatul masalahl makal tidakl dapatl dilakukanl juall belil 

tersebutl denganl katal objekl juall belil inil tidakl memenuhil syaratl 

materiill danl penjuall tidakl berhakl untukl menjuall tanahl 

tersebut.l begitul jugal denganl pembeli,l apabilal tidakl memenuhil 

syaratl untukl menjadil pemilikl tanahl hakl yangl bersangkutanl 

ataul merupakanl tanahl yangl tidakl bolehl diperjualbelikan,l makal 

juall belil tanahl tersebutl tidakl sha.l Makal daril alasanl itul juall 

belil tanahl inil dapatl batall demil hukum.l Artinyal sejakl awall 

hukuml menganggapl tidakl pernahl terjadil juall beli. 

Danl yangl keempat,l penjuall berhakl danl berwenangl 

untukl menjuall hakl atasl tanah.l Yangl berhakl menjuall adalahl 

orangl yangl namanyal tercantuml dalaml sertifikatl tanah.l 

Seseorangl diperbolehkanl menjuall tanahnyal apabilal memenuhil 

persyaratanl dasarl dalaml Pasall 1330l KUHl Perdata.l Jikal penjuall 

dalaml pengampuan,l makal dapatl diwakilkanl olehl orangl lainl 

ataul walil sebagail penerimal kuasal denganl menunjukkanl suratl 

kuasal notariil.66 
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b.lSyaratl Formil 

Apabilal semual persyaratanl materiill telahl terpenuhi,l 

makal dalaml rangkal pendaftaranl peralihanl hakl atasl tanahl 

haruslahl dibuktikanl denganl aktal yangl dibuatl olehl pejabatl 

pembuatl aktal tanahl yangl selanjutnyal disebutl sebagail PPAT.l 

Hall inil ditegaskanl dalaml Pasall 37l Ayatl (1)l Peraturanl 

Pemerintahl Nomorl 24l Tahunl 1997l yangl berbunyil : 

“Peralihanl hakl atasl tanahl danl hakl milikl atasl satuanl rumahl 

susunl melaluil juall beli,l tukarl menukar,l hibah,l pemasukanl 

dalaml perusahaanl danl perbuatanl hukuml pemindahanl hakl 

lainnya,l kecualil pemindahanl hakl melaluil lelangl hanyal dapatl 

didaftarkanl jikal dibuktikanl denganl aktal yangl dibuatl olehl 

PPATl yangl berwenangl menurutl ketentuanl peraturanl 

perundang-undanganl yangl berlaku.”67 

3.l Aktal Perjanjianl Juall Belil Tanah 

  Seringl kital temuil dil kehidupanl sehari-haril istilahl akta,l 

adapunl definisil aktal sendiril yaitul adalahl selembarl tulisanl yangl 

dibuatl untukl dijadikanl sebagail buktil tertulisl terhadapl suatul peristiwal 

danl akanl ditandatanganil olehl pihak-pihakl yangl bersangkutan.l Selainl 

itu,l aktal jugal dapatl diartikanl sebagail suratl yangl dibuatl sedemikianl 

rupal olehl ataul dihadapanl pegawail yangl berwenangl sepertil jaksa,l 

hakim,l ataul notarisl sehinggal dapatl menjadil buktil yangl cukupl kuatl 

bagil kedual belahl pihak.l Aktal termasukl kedalaml dokumenl pentingl 

yangl dalaml kegunaannyal dapatl dijadikanl buktil tentangl peristiwal 
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pentingl yangl telahl ditandatanganil olehl pihak-pihakl yangl 

bersangkutan.l Olehl karenal itul fungsil pembuktianl suatul aktal tersebutl 

telahl terkandungl dalaml Pasall 1867l KUHl Perdata.l Danl dalaml Pasall 

1867l KUHPerdatal tersebutl disebutkanl bahwal aktal dibagil menjadil 

dual jenisl yakni; 

- Aktal Resmil (otentik) 

Aktal resmil adalahl aktal yangl dibuatl secaral resmil olehl 

seorangl pejabatl umum.l Dalaml aktal tersebutl akanl menguraikanl 

secaral otentikl sebuahl kejadianl yangl terjadil ataul kondisil dimanal 

pejabatl menyaksikannyal secaral langsung.l Dalaml ranahl ini,l 

pejabatl umuml adalahl notaris,l PPAT,l hakim,l jurul sital 

pengadilan,l pegawail dil kantorl pencatatanl sipil,l danl lain-lain.l 

Aktal otentikl memilikil kekuatanl pembuktianl yangl kuatl sehinggal 

ketikal aktal tersebutl dibawal kel pengadilanl sebagail salahl satul 

bukti,l hakiml tidakl dapatl menyanggahl danl memintal buktil 

tambahan.l Adapunl syarat-syaratl sebuahl aktal disebutl otentikl 

adalahl sebagail berikutl : 

1. aktal harusl dibuatl ketikal disaksikanl olehl pejabatl umum, 

2. aktal harusl dibuatl sesuail denganl ketentuanl Undang-undang, 

3. pejabatl umuml yangl menyaksikanl pembuatanl akta,l haruslahl 

pejabatl umuml yangl memilikil wewenangl untukl membuatl 

aktal tersebut. 

- Aktal Bawahl Tanganl (Underhand). 
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Aktal bawahl tanganl adalahl aktal yangl tidakl terlalul 

mengikatl karenal hanyal dibuatl olehl orang-orangl yangl 

bersangkutanl danl biasanyal akanl ditambahkanl denganl tandal 

tanganl saksil sehinggal aktal menjadil sedikitl lebihl kuat.l Aktal 

bawahl tanganl jugal diaturl dalaml Pasall 101l ayatl Bl Undang-

undangl No.l 5l tahunl 1986l tentangl Peradilanl tatal Usahal Negara.l 

Pasall inil secaral rincil menyebutkanl bahwal “Aktal Bawahl Tanganl 

merupakanl suratl yangl dibuatl danl ditandatanganil olehl pihak-

pihakl yangl bersangkutanl denganl maksudl untukl dipergunakanl 

sebagail alatl buktil tentangl peristiwal hukuml yangl terteral dil 

dalamnya”.l Adapunl kelemahanl danl kelebihanl yangl dimilikil aktal 

bawahl tanganl adalahl : 

o Kelemahan:l aktal Bawahl Tanahl akanl lemahl apabilal salahl 

satul pihakl tidakl mengakuil tandal tangannyal aliasl 

menganggapl tandal tanganl tersebutl adalahl palsu. 

o Kelebihan:l aktal Bawahl Tanganl lebihl mudahl dibuatl danl 

tidakl memerlukanl syarat-syaratl khususl danl prosedurl yangl 

rumit.l Hanyal perlul kedual belahl pihakl yangl bersangkutanl 

danl seorangl saksil sehinggal aktal tersebutl dapatl lebihl kuat. 

Dalaml prosesl juall belil tanah,l untukl pembuktianl terjadinyal juall 

belil tersebutl makal haruslahl dibuatkanl Aktal Juall Belil Tanahl yangl 

dibuatl olehl Notarisl ataul Pejabatl Pembuatl Aktal Tanahl (PPAT)l 

setempatl danl merupakanl suatul buktil telahl dilakukannyal perbuatanl 
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hukuml berupal pemindahanl hakl atasl tanahl karenal juall beli.l 

Ketentuanl tersebutl sesuail denganl isil yangl tertuangl dil dalaml Pasall 

37l ayatl (1)l Peraturanl Pemerintahl No.l 24l Tahunl 1997l Tentangl 

Pendaftaranl Tanahl yangl berbunyi: 

“Peralihanl hakl atasl tanahl danl hakl milikl atasl satuanl rumahl susunl 

melaluil juall beli,l tukarl menukar,l hibah,l pemasukanl dalaml 

perusahaanl danl perbuatanl hukuml pemindahanl hakl lainnyal kecualil 

pemindahanl hakl melaluil lelangl hanyal dapatl didaftarkanl jikal 

dibuktikanl denganl aktal yangl dibuatl olehl PPATl yangl berwenangl 

menurutl ketentuanl peraturanl perundang-undanganl yangl berlaku.”l 68 

Olehl karenal itul aktal juall belil tanahl sendiril termasukl kedalaml 

golonganl aktal otentikl karenal prosesl pembuatannyal yangl 

mengharuskanl paral pihakl membuatl aktal tersebutl bersamal dihadapanl 

pejabatl resmi.l Denganl katal lainl Aktal Juall Belil merupakanl salahl 

satul buktil kuatl terjadinyal juall belil tanahl dan/ataul rumahl yangl 

memilikil kekuatanl hukum.l Denganl adanyal aktal juall belil yangl 

dibuatl olehl Notaris/PPATl maka,l tanahl sebagail objekl juall belil telahl 

dapatl dialihkanl ataul balikl namal daril penjuall kepadal pembeli.l Selainl 

itul prosesl pembuatanl aktal juall belil tersebutl haruslahl patuhl padal 

syaratl sahnyal suatul perjanjianl yangl harusl memenuhil ketentuanl daril 

Pasall 1320l KUHl Perdata,l yangl menyatakanl agarl terjadil suatul 

perjanjianl yangl sah,l perlul dipenuhinyal syaratl subjektifl maupunl 

syaratl objektifnya. 
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Adapunl prosesl pembuatanl aktal juall belil dihadapanl PPATl 

haruslahl memenuhil beberapal persyaratanl yangl harusl dipenuhi,l 

diantaranyal ialah: 

1. Pemeriksaanl keaslianl sertifikatl kel Badanl Pertanahanl Nasional; 

2. Penjuall telahl membayarl pajakl penghasilanl (PPh)l sebesarl 5l %l 

daril hargal transaksi; 

3. Penjuall telahl membayarl pajakl juall beli; 

4. Calonl pembelil telahl membuatl pernyataanl bahwal denganl 

membelil tanahl tersebutl ial tidakl menjadil pemegangl hakl atasl 

tanahl yangl melebihil ketentuanl batasl luasl maksimum; 

5. Memilikil suratl pernyataanl daril penjuall bahwal tanahl yangl 

dimilikil tidakl dalaml sengketa. 

Adapunl tatal caral dalaml pembuatanl aktal juall belil dihadapanl 

PPATl sebagail berikut: 

1. PPATl membacakanl aktal danl menjelaskanl mengenail isil danl 

maksudl pembuatanl akta,l termasukl jugal sudahl lunasl ataul beluml 

untukl transaksinya; 

2. Bilal isil aktal telahl disetujuil olehl penjuall danl calonl pembelil 

makal aktal ditandatanganil olehl penjual,l calonl pembeli,l saksi-

saksi,l danl PPAT; 

3. Aktal dibuatl dual lembarl asli,l satul lembarl disimpanl dil kantorl 

PPATl danl satul lembarl lainnyal disampaikanl kel kantorl 

pertanahanl untukl keperluanl pendaftaranl (balikl nama); 

4. Memberikanl salinanl aktal kepadal penjuall danl pembeli.69 

Untukl menguatl kanl statusl pemilikl barul tanahl sebagail pemilikl 

tanahl yangl barul setelahl aktal juall belil telahl diselesaikanl danl prosesl 
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juall belil tanahl tersebutl sudahl dapatl dibilangl sah,l makal dapatl 

dilanjutkanl kel prosesl pembuatanl sertifikatl tanahl ataul prosesl balikl 

namal denganl caral petugasl PPATl menyerahkanl aktal danl dokumenl 

lainnyal kel Badanl Pertanahanl Nasional. 

Namunl selainl AJB,l dalaml prosesl juall belil tanahl terdapatl akta-

aktal penyertal lainnyal diantaranyal yaitul sebeluml dibuatl nyal AJBl 

paral pihakl biasanyal membuatl Perjanjianl Pengikatanl Juall belil (PPJB)l 

terlebihl dahulul untukl salingl mengikatl satul samal lainl danl 

berkomitmenl untukl memenuhil hakl danl kewajibanl masing-masingl 

kedepannya.l PPJBl sendiril merupakanl suatul perjanjianl yangl dibuatl 

atasl dasarl kesepakatan,l dalaml rangkal mengaturl kepentinganl paral 

pihakl sebeluml dilakukannyal Juall Beli.l PPJBl merupakanl aktal yangl 

dibuatl olehl notaris.l Adanyal PPJBl akanl memberikanl kepastianl 

hukuml bagil paral pihakl sertal dapatl meminimalisirl timbulnyal 

sengketa.l Dibuatnyal PPJBl olehl seorangl notarisl jugal merupakanl 

bentukl pelaksanaanl daril Pasall 15l Ayatl (2)l hurufl fl Undang-undangl 

No.l 30l tahunl 2001l tentangl Jabatanl Notarisl (UUl No.l 2l Tahunl 

2014)l dimanal dikatakanl bahwal notarisl memilikil kewenanganl untukl 

membuatl aktal yangl berkaitanl denganl pertanahan. 

PPJBl inil memilikil unsurl perikatanl yangl merupakanl suatul tahapl 

awall yangl mendasaril terjadinyal juall beli.l Maksudl dibuatnyal 

perjanjianl pengikatanl juall belil inil biasanyal disebabkanl adanyal 

beberapal alasan,l diantaranya: 
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a. Sertifikatl beluml terbitl atasl namal pihakl penjual,l danl masihl 

dalaml prosesl dil Kantorl Pertanahan. 

b. Sertifikatl beluml atasl namal pihakl penjual,l danl masihl dalaml 

prosesl balikl namal keatasl namal pihakl penjual. 

c. Sertifikatl sudahl adal danl sudahl atasl namal pihakl penjuall tapil 

hargal juall belil yangl telahl disepakatil beluml semuanyal dibayarl 

olehl pihakl pembelil kepadal pihakl penjual. 

d. Sertifikatl sudahl ada,l sudahl atasl namal pihakl penjuall danl hargal 

sudahl dibayarl lunasl olehl pihakl pembelil kepadal pihakl penjual,l 

tetapil persyaratanl beluml lengkap. 

Daril beberapal sebabl tersebutl dil atas,l dapatlahl digolongkanl menjadil 

4l (empat)l golongan,l yaitul : 

1. Pembayaranl olehl pihakl pembelil kepadal pihakl penjuall telahl 

lunas,l tetapil syarat-syaratl formall beluml lengkap,l misalnyal 

sertifikatl masihl dalaml prosesl penerbitanl atasl namal pihakl 

penjual. 

2. Pembayaranl atasl objekl juall belil dilakukanl denganl angsuran,l 

tetapil syarat-syaratl formall sudahl lengkap. 

3. Pembayaranl atasl objekl juall belil dilakukanl denganl angsuranl 

karenal syaratl formall beluml terpenuhi. 

4. Sertifikatl pernahl dijadikanl sebagail jaminanl dil Bankl danl masihl 

beluml dilakukanl roya. 
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Denganl adanyal beberapal alasanl diatas,l makal untukl 

mengamankanl kepentinganl penjuall danl pembelil danl kemungkinanl 

terjadinyal hal-hall yangl tidakl diinginkanl misalnyal terjadil ingkarl janjil 

daril paral pihak,l makal diperlukanl adanyal suatul peganganl ataul 

pedomanl yangl salingl mengikatl kedual belahl pihak. 

Namun,l perlul diingatl bahwal kedudukanl PPJBl sebenarnyal beluml 

dapatl dijadikanl dasarl bahwal hakl tanahl sudahl beralih,l karenal 

menurutl ketentuanl Pasall 37l ayatl (1)l Peraturanl Pemerintahl No.l 24l 

Tahunl 1997l tentangl Pendaftaranl Tanahl menyebutkanl : 

“Peralihanl hakl atasl tanahl danl hakl milikl atasl satuanl rumahl susunl 

melaluil juall beli,l tukarl menukar,l hibah,l pemasukanl dalaml 

perusahaanl danl perbuatanl hukuml pemindahanl hakl lainnya,l kecualil 

pemindahanl hakl melaluil lelangl hanyal dapatl didaftarkanl jikal 

dibuktikanl denganl aktal yangl dibuatl olehl PPATl yangl berwenangl 

menurutl ketentuanl peraturanl perundang-undanganl yangl berlaku.” 

Daril ketentuanl dil atas,l dapatl disimpulkanl bahwal yangl diakuil 

secaral tegasl sebagail salahl satul caral peralihanl hakl atasl tanahl adalahl 

hanyalahl denganl adanyal Aktal Juall Belil (AJB)l yangl dibuatl olehl 

PPAT. 
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BABl IIIl  

HASILl PENELITIANl DANl PEMBAHASAN 

A.l ProseslPembuatanlKuasalMutlak DalamlAktalPerjanjianlJuall  

      Beli Tanah 

 Aktal Juall Belil merupakanl buktil bahwal kepemilikanl hakl atasl tanahl 

telahl beralihl kepemilikannyal yangl dibuatl olehl PPAT.l Namunl dalaml 

prosesnya,l seringkalil beluml dapatl dilaksanakanl pembuatanl Aktal Juall 

Belil yangl dikarenakanl paral pihakl beluml dapatl memenuhil syarat-syaratl 

untukl dapatl melaksanakanl suatul juall belil tanah.l Makal daril itul 

biasanyal paral pihakl akanl memilihl untukl mengadakanl perjanjianl 

pendahuluanl yangl bertujuanl untukl mengikatl paral pihak,l dimanal 

perjanjianl pendahuluanl itul akanl berisikanl bahwal pihakl penjuall danl 

pihakl pembelil akanl melakukanl juall belil danl dibuatl dil hadapanl Notarisl 

yangl berwenang.l Perjanjianl pendahuluanl yangl dibuatl olehl paral pihakl 

inil biasanyal disebutl sebagail Perjanjianl Pengikatanl Juall belil (PPJB). 

 Adapunl penggunaanl kuasal yangl mencantumkanl klausull kuasal yangl 

diberikanl olehl pemilikl tanah/bangunanl kepadal pihakl lainl denganl 

tujuanl untukl membantul menjualkanl ataul mencarikanl pembelil bagil 

obyekl tanah/bangunanl yangl akanl dijuall biasanyal kuasal sepertil itul 

disebutl sebagail kuasal menjual.l Kuasal menjuall sendiril harusl bersifatl 

khususl yangl isinyal harusl terdapatl keteranganl denganl jelasl bahwal 

penerimal kuasal diberil wewenangl hanyal untukl menjuall tanah/bangunanl 

saja.l Hall inil biasanyal dibuatl olehl merekal yangl bergerakl dalaml bidangl 
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juall belil tanahl ataul makelarl tanahl untukl menghindaril pembayaranl 

pajak.70 

 Dalaml prakteknya,l adal beberapal faktorl yangl menyebabkanl transaksil 

juall belil tanahl beluml dapatl dibuatkanl aktal juall belil olehl Pejabatl 

Pembuatl Aktal Tanahl (PPAT),l diantaranyal faktorl faktorl tersebutl dapatl 

berupa:71 

1. Sertifikatl tanahl yangl dijadikanl objekl juall belil masihl terikatl dalaml 

jaminanl pembebananl hakl tanggunganl ataul hipotik,l danl harusl dil 

royal (dihapus)l terlebihl dahulul hakl tanggunganl ataul hipotikl yangl 

membebanil tanahl tersebutl dil kantorl pertanahan. 

2. Sertifikatl masihl terdaftarl atasl namal orangl lainl ataul pewaris,l danl 

harusl dibalikl namal terlebihl dahulul kel namal pemegangl hakl ataul 

ahlil warisl yangl menguasail sekarang. 

3. Sertifikatl indukl beluml dipecah-pecah,l sedangkanl yangl dibelil hanyal 

sebagianl kecill daril luasl tanahl tersebut.l  

4. Pembelil atasl tanahl hakl milikl adalahl perseroanl terbatasl yangl tidakl 

dibenarkanl olehl undang-undangl untukl memilikil hakl milikl atasl 

tanah,l olehl karenal itul hakl milikl tersebutl harusl diturunkanl lebihl 

dahulul kel atasl hakl yangl lebihl rendahl yaitul hakl gunal bangunanl 

ataul hakl pakai. 

                                                 
70

l Wahyul Kuncoro,l 97l Risikol Transaksil Juall Belil Properti,l Raihl Asal Sukses,l Jakarta,l l 2015,l 

hall 118. 
71

l Dinnar,l F.l T.,l Pembuatanl Aktal Kuasal Mutlakl Sebagail Tindakl Lanjutl Perjanjianl 

Pengikatanl Juall Belil Hakl Atasl Tanahl Yangl Dibuatl Dihadapanl Notaris,l 2017,l Doctorall Dissertation,l 

Universitasl Islaml Indonesia,l hal.l 66. 
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5. Pembelil tanahl hakl milikl adalahl orangl asingl yangl tidakl berhakl 

mempunyail hakl milikl atasl tanahl dil Indonesial kecualil hakl pakail 

(terdapatl pengecualianl terhadapl tanahl yangl bersifatl perwakilanl 

asingl dil Indonesia). 

6. Sertifikatl beluml terbitl ataul masihl dalaml prosesl pengurusanl dil 

Kantorl Badanl Pertanahanl Nasional. 

Menyikapil masalahl tersebut,l PPATl yangl umumnyal jugal menjabatl 

sebagail Notarisl akanl menggunakanl jabatannyal sebagail Notarisl untukl 

membuatkanl Perjanjianl Pengikatanl Juall Belil (PPJB)l sebagail bentukl 

kesepakatanl antaral penjuall danl pembeli,l yangl nantinyal apabilal syarat-l 

syaratl telahl terpenuhil makal akanl ditindakl lanjutil denganl juall belil 

yangl sebenarnyal yaitul dibuatnyal Aktal Juall Belil dihadapanl PPAT.l 

Dalaml hall pembelil telahl melunasil hargal transaksil kepadal penjual,l 

makal untukl melindungil kepentinganl pembelil danl menjaminl 

terpenuhinyal kewajibanl hukuml (prestasi)l daril pihakl penjual,l makal 

Notarisl akanl membuatkanl kuasal daril penjuall kepadal pembelil untukl 

melakukanl tindakanl kepemilikanl terhadapl tanahl tersebut.l Kuasal manal 

dibuatl untukl tidakl dapatl dicabutl lagi,l yangl dalaml praktekl kuasal 

tersebutl seringl dikenall denganl istilahl “kuasal mutlak”. 

 Adanyal pemberianl kuasal makal seseorangl penerimal kuasal dapatl 

menjalankanl kekuasaanl yangl diberikanl olehl pemberil kuasa,l namunl 

demikianl ial tidakl bolehl bertindakl melampauil batasl yangl diberikanl 
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kepadanyal olehl pemberil kuasa.72l Olehl karenal itul tindakanl pemegangl 

hakl kuasal itul sebenarnyal hanyal mewakilil untukl danl atasl namal 

pemberil kuasal sajal danl seharusnyal tidakl melebihil batasl wewenangl 

yangl diberikanl olehl pemberil kuasa. 

 Dalaml kasusl posisil penelitianl pemberianl kuasal antaral Nil 

Putul Minawatil denganl tergugatl Vl yangl dimanal terdapatl klausull kuasal 

mutlakl yangl terkandungl dalaml aktal juall belil No.l 

144/BJ/97/DPS.B/1990l dapatl digolongkanl kedalaml timbulnyal pemberianl 

kuasal menjuall denganl alasanl yangl tidakl berdiril sendiril (accessoir)l 

yaitul “Perjanjianl Pengikatanl Juall Belil sebagail perjanjianl pokok,l dalaml 

hall inil penjuall selakul pemberil kuasal memberikanl kuasal “mutlak”l 

kepadal penerimal kuasa/pembelil untukl melaksanakanl kepentinganl 

pembelil yangl tertinggall danl seharusnyal sudahl menjadil haknya”l denganl 

sertal mertal mencantumkanl klausull kuasal tersebutl dil dalaml Aktal Juall 

Beli.l Hall itul dapatl dilihatl karenal telahl dimuatkanl dalaml aktal juall belil 

No.l 144/BJ/97/DPS.B/1990l l pemberianl kuasal daril pihakl penjuall (Nil 

Putul Minawati)l kepadal pihakl pembelil (Tergugatl V)l sebagaimanal yangl 

termuatl dalaml Pasall 3l aktal juall belil Nol 144/BJ/97/DPS.B/1990l 

tanggall 9l Agustusl 1990l yangl menyatakanl : 

“Jikal pendaftaranl peralihanl haknyal ditolakl olehl instansil 

Agraria,l makal juall belil inil dianggapl tidakl pernahl dilangsungkan 

                                                 
72

l Dewil Kurnial Putri,l Aminl Purnawan,l “Perbedaanl Perjanjianl Pengikatanl Juall Belil Lunasl 

Denganl Perjanjianl Pengikatanl Juall Belil Tidakl Lunas”,l Jurnall Akta,l Universitasl Islaml Sultanl Agung,l 

Vol.l 4l No.l 4,l (Desember,l 2017)l hal.l 632.l l  
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Dalaml hall demikianl makal pihakl pertamal denganl inil 

memberil kuasal penuhl kepadal pihakl kedua,l kuasal manal tidakl dapatl 

ditarikl kembalil danl tidakl akanl berakhirl karenal sebab-sebabl danl 

dasar-dasarl yangl menurutl hukuml ataul kebiasaanl mengakhiril suatul 

kuasa,l untukl danl atasl namal pihakl pertamal mengalihkanl objekl juall 

belil tersebutl kepadal pihakl lain,l denganl dibebaskanl daril 

pertanggungjawabanl sebagail kuasal danl jikal adal pembayaran,l 

sepenuhnyal menjadil hakl pihakl kedua.”73 

 Daril uraianl dil atasl Majelisl Hakiml berpendapatl bahwal klausull 

pemberianl kewenangan/kuasal mutlakl sepertil yangl disebutkanl dil atasl 

senyatanyal melanggarl hukuml yangl berlakul yaitul Instruksil Menteril 

Dalaml Negeril Nol 14l Tahunl 1982l tanggall 6l Maretl 1982l tentangl 

Laranganl Penggunaanl Kuasal Mutlakl Sebagail Pemindahanl Hakl Atasl 

tanah,l yangl melarangl penggunaanl suratl kuasal mutlakl untukl 

pemindahanl hakl atasl tanah. 

Namunl sebenarnyal dalaml kebutuhanl prakteknyal Kuasal mutlakl 

hendaknyal dibuatl olehl Notarisl apabilal seluruhl kewajibanl daril pihakl 

pembelil dalaml perjanjianl pengikatanl juall belil sudahl terpenuhi.74l 

Karenal dalaml kasusl yangl sepertil ini,l terdapatl kewajibanl hukuml padal 

penjuall untukl menyerahkanl hakl kepemilikanl atasl tanahl yangl telahl ial 

jual.l Olehl karenal itu,l untukl melindungil kepentinganl pembeli,l adal 

tuntutanl bagil Notarisl untukl membuatl kuasal mutlak.l Selainl itu,l yangl 

perlul diperhatikanl bahwa,l kuasal mutlakl sebagaimanal dimaksudl dalaml 

Instruksil Menteril dalaml Negeril Nomorl 14l Tahunl 1982l bukanlahl 

                                                 
73

l Putusanl Pengadilanl No.l 455/Pdt.G/2020/PN.DPS,l hal.l 75. 
74Dinnar,l F.l T.,l Op.l Cit,l hal.l 74. 
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termasukl kuasal mutlakl yangl dibuatl Notarisl dalaml perjanjianl 

pengikatanl juall belil lunas.l Diktuml Kedual hurufl bl daril Instruksil 

Menteril Dalaml Negeril tersebutl menyatakanl bahwal “melarangl terhadapl 

kuasal mutlakl yangl padal hakekatnyal merupakanl pemindahanl hakl atasl 

tanah,l yangl memberikanl kewenanganl kepadal penerimal kuasal untukl 

menguasail danl menggunakanl tanahnyal sertal melakukanl segalal 

perbuatanl hukuml yangl menurutl hukuml hanyal dapatl dilakukanl olehl 

pemegangl haknya.l Dalaml kuasal mutlakl yangl dibuatl olehl Notaris,l 

muatanl kuasanyal seharusnyal tidakl seluasl sebagaimanal dimaksudl dalaml 

diktuml kedual hurufl bl Instruksil tersebut.l Disinil Notarisl hanyal 

membuatl kuasal yangl memberikanl kewenanganl padal pembelil untukl 

mengalihkanl hakl atasl tanahl saja,l tidakl memberikanl kewenanganl 

kepadal pembelil untukl melakukanl segalal perbuatanl hukuml sebagaimanal 

dimaksudl dalaml diktuml kedual hurufl bl Instruksil tersebut. 

Dalaml membuatl suatul akta,l Notarisl tidakl hanyal sebatasl 

menuangkanl kehendakl paral pihakl saja,l melainkanl berdasarkanl Pasall 16l 

angkal (1)l hurufl al UUl nol 2l tahunl 2014l tentangl perubahanl atasl 

Undang-undangl no.l 30l tahunl 2004l tentangl Jabatanl Notaris,l Notarisl 

jugal berkewajibanl melindungil kepentinganl paral pihakl yangl membuatl 

aktal kepadanya.l Olehl karenal itu,l berdasarkanl ketentuanl pasall tersebutl 

Notarisl mempunyail kewajibanl untukl membuatl kuasal mutlakl apabilal 

pembelil telahl membayarl lunasl hargal transaksil tanahl dalaml PPJB.75l 

                                                 
75

l Dinnar,l F.l T.,l Op.l Cit,l hal.l 75. 
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Bentukl daril kuasal mutlakl dapatl dibuatl dalaml aktal tersendiri,l maupunl 

dicantumkanl dalaml perjanjianl pengikatanl juall beli.l Pembuatanl kuasal 

mutlakl yangl demikianl untukl melindungil hakl daril pihakl pembelil 

karenal berkaitanl denganl prosesl juall belil tanahl sampail pendaftarannyal 

yangl tidakl dapatl dilaksanakanl denganl cepat.l Karenal hanyal untukl 

perubahanl sertifikatl sajal sudahl membutuhkanl waktul yangl cukupl lamal 

yaitul lebihl daril 2l (dua)l bulan,l apalagil bagil tanah-tanahl yangl beluml 

terdaftar.l Denganl diberikannyal kuasal mutlak,l makal pihakl pembelil akanl 

terlindungil daril kemungkinanl penyalahgunaanl keadaanl olehl pihakl 

penjual.l Pihakl pembelil dapatl sewaktu-waktul mewakilil pihakl penjuall 

dalaml prosesl pengurusanl balikl namal tanpal harusl melibatkanl pemilikl 

yuridisl (yangl dalaml hall inil adalahl penjuall dalaml PPJB). 

 Daril uraianl diatasl sebenarnyal kuasal mutlakl dapatl dibuatl denganl 

syarat: 

a. Transaksil juall belil didasarkanl olehl PPJBl lunasl yangl artinyal 

pembelil telahl melaksanakanl kewajibannyal untukl membayarl hargal 

objekl yangl disepakatil secaral lunasl danl tunai.l Sehinggal untukl 

menjaminl haknyal terpenuhil makal Notarisl membuatkanl kuasal yangl 

tidakl dapatl dicabut. 

b. Pemberianl kuasal tersebutl merupakanl kuasal yangl memberikanl 

kewenanganl padal pembelil untukl kepengurusanl mengalihkanl hakl 

atasl tanahl untukl dirinyal saja,l tidakl memberikanl kewenanganl 

kepadal pembelil untukl melakukanl segalal perbuatanl hukuml 
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sebagaimanal dimaksudl dalaml diktuml kedual hurufl bl Instruksil 

Menteril dalaml Negeril Nomorl 14l Tahunl 1982. 

Menurutl penulisl keputusanl daril Majelisl Hakiml padal Putusanl 

No.l 455/Pdt.G/2020/PN.DPSl yangl menyatakanl bahwal Pasall 3l aktal juall 

belil Nol 144/BJ/97/DPS.B/1990l tanggall 9l Agustusl 1990l termasukl 

melanggarl ketentuanl Instruksil Menteril dalaml Negeril Nomorl 14l Tahunl 

1982l adalahl tepat.l Karenal dalaml Pasall 3l AJBl tersebutl terdapatl 

klausull kuasal mutlakl yangl memberikanl kewenanganl terhadapl penerimal 

yangl melebihil daril yangl seharusnyal danl tidakl terbatas.l Denganl adanyal 

klausull “memberil kuasal penuhl kepadal pihakl kedua,l kuasal manal tidakl 

dapatl ditarikl kembalil danl tidakl akanl berakhirl karenal sebab-sebabl 

danl dasar-dasarl yangl menurutl hukuml ataul kebiasaanl mengakhiril 

suatul kuasa”l makal denganl nyatal bahwal kuasal tersebutl adalahl kuasal 

yangl bersifatl mutlakl sehinggal pemberianl kuasal tidakl dapatl dicabutl 

kembalil danl tidakl dapatl berakhirl denganl alasanl apapun.l Selanjutnyal 

dalaml klausull “untukl danl atasl namal pihakl pertamal mengalihkanl 

objekl juall belil tersebutl kepadal pihakl lain,l denganl dibebaskanl daril 

pertanggungjawabanl sebagail kuasal danl jikal adal pembayaran,l 

sepenuhnyal menjadil hakl pihakl kedua”l senyatanyal sesuail denganl yangl 

dimaksudl dalaml diktuml kedual hurufl bl Instruksil Menteril dalaml Negeril 

Nomorl 14l Tahunl 1982.l Berdasarkanl diktuml kedual hurufl bl Instruksil 

Menteril dalaml Negeril Nomorl 14l Tahunl 1982l pemberianl kuasal 

haruslahl mencakupl pengurusanl prosesl balikl namal danl tidakl lebih.l 
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Namunl dalaml l Pasall 3l Aktal Juall Belil Nol 144/BJ/97/DPS.B/1990l 

tersebutl memberikanl kuasal yangl sangatl luas,l yaknil dapatl disimpulkanl 

apabilal prosesl balikl namal tersebutl ditolak/tidakl diterimal makal pihakl 

pembelil dapatl menjuall kembalil obyekl juall belil kepadal pihakl lainl 

denganl tanpal persetujuanl penjuall (Nil Putul Minawati).l Sehinggal 

pembelil dalaml AJBl tersebutl diberikanl kuasal yangl manal pembelil dapatl 

menguasail objekl tanahl sepertil seolah-olahl dial pemilikl sahl nya,l danl 

pemberianl kuasal yangl demikianl termasukl kedalaml golonganl kuasal 

mutlakl yangl dilarangl olehl ketentuanl Instruksil Menteril dalaml Negeril 

Nomorl 14l Tahunl 1982. 

 

B.l Akibatl Hukuml Yangl Muncull Karenal Adanyal Penggunaanl Kuasal  

     Mutlakl Dalaml Aktal Perjanjianl Juall Belil Tanah 

 Mengenail akibatl hukum,l Soeroso76l memberikanl definisil sebagail 

akibatl suatul tindakanl yangl dilakukanl untukl memperolehl suatul akibatl 

yangl dikehendakil olehl pelakul danl yangl diaturl olehl hukum.l Tindakanl 

inil dinamakanl tindakanl hukum.l Jadil dapatl diambill kesimpulanl akibatl 

hukuml adalahl akibatl daril suatul tindakanl hukum.l Adapunl wujudl daril 

akibatl hukuml dapatl berupal : 

a. Lahirnya,l berubahnyal ataul lenyapnyal suatul keadaanl hukum, 
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l R.l Soeroso,l Pengantarl Ilmul Hukum,l Sinarl Grafika,l Jakarta,l 2011,l hall 295. 
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b. Lahirnya,l berubahnyal ataul lenyapnyal suatul hubunganl hukuml 

antaral dual ataul lebihl subjekl hukum,l dimanal hakl danl kewajibanl 

pihakl yangl satul berhadapanl denganl hakl danl kewajibanl pihakl lain, 

c. Lahirnyal sanksil apabilal dilakukanl tindakanl yangl melawanl hukum. 

Mengenail tindakanl melawanl hukuml ataul biasal disebutl perbuatanl 

melawanl hukuml (PMH)l l sebeluml tahunl 1919l dapatl diartikanl sebagail : 

a. Tidakl berbuatl sesuatul yangl diwajibkanl olehl hukum; 

b. Perbuatanl yangl dilakukanl secaral salah,l perbuatanl manal merupakanl 

kewajibannyal ataul merupakanl perbuatanl yangl dial mempunyail hakl 

untukl melakukannya;l danl  

c. Perbuatanl yangl dilakukanl padahall pelakunyal tidakl berhakl untukl 

melakukannya. 

Setelahl tahunl 1919l terdapatl perluasanl maknal PMH.l Suatul objekl 

dalaml perjanjianl dapatl mengandungl unsurl PMHl apabilal objekl tersebutl 

diperolehl melalui: 

1. Perbuatanl yangl dibuatl bertentanganl denganl hakl orangl lain; 

2. Perbuatanl yangl dilakukanl bertentanganl denganl kewajibannyal 

sendiri; 

3. Perbuatanl yangl dibuatl bertentanganl denganl kesusilaan; 

4. Perbuatanl yangl dibuatl bertentanganl denganl kehati-hatianl ataul 

keharusanl dalaml pergaulanl masyarakatl yangl baik.77 

                                                 
77

l Munirl Fuady,l Perbuatanl Melawanl Hukuml Pendekatanl Kontemporer,l 2013,l Citral Adityal 

bakti,l Bandung,l hal.l 6. 
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Suatul prosesl juall belil dapatl dikatakanl sahl menurutl hukuml apabilal 

telahl dilaksanakannyal pembuatanl Aktal Juall Belil yangl dilakukanl olehl 

Pejabatl Pembuatl Aktal Tanahl (PPAT)l sebagail buktil dasarl telahl 

terjadinyal pemindahanl hakl atasl sebidangl tanahl melaluil juall beli.l 

Sebagail alasl dasarl prosesl pemindahanl hakl atasl tanahl tentunyal suatul 

aktal juall belil tidakl bolehl mengandungl unsurl penggunaanl kuasal mutlakl 

yangl bertentanganl denganl Instruksil Menteril Dalaml Negeril Nol 14l 

Tahunl 1982.l Sudahl semestinyal bagil penjuall danl pembelil mengetahuil 

tentangl laranganl tersebutl agarl tidakl terjadil suatul sengketal dil kemudianl 

hari.l Sesuail denganl Instruksil Menteril Dalaml Negeril Nol 14l Tahunl 

1982l tentangl Laranganl Penggunaanl Kuasal Mutlakl Sebagail Pemindahanl 

Hakl Atasl Tanah,l dalaml instruksinyal menyebutkanl bahwa: 

1. Melarangl Camatl danl Kepalal Desal Pejabatl yangl setingkatl denganl 

itu,l untukl membuat/menguatkanl pembuatanl Suratl Kuasal Mutlakl 

yangl padal hakekatnyal merupakanl pemindahanl hakl atasl tanah.l  

2. Kuasal yangl dimaksudl dalaml Diktuml Pertamal adalahl kuasal yangl 

didalamnyal mengandungl unsurl tidakl dapatl ditarikl kembalil olehl 

pemberil kuasa.l  

3. Kuasal Mutlakl yangl padal hakekatnyal merupakanl pemindahanl hakl 

atasl tanahl adalahl Kuasal Mutlakl yangl memberikanl kewenanganl 

kepadal penerimal kuasal untukl menguasail danl menggunakanl 

tanahnyal sertal melakukanl segalal perbuatanl hukuml yangl dapatl 

dilakukanl olehl pemegangl haknya.l  

4. Melarangl Pejabat-pejabatl Agrarial untukl melayanil penyelesaianl hakl 

atasl tanahl yangl menggunakanl Suratl Kuasal Mutlakl sebagail 

pembuktianl pemindahanl hakl atasl tanah.l  
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5. Hal-hall yangl berkaitanl denganl laranganl penggunaanl Kuasal Mutlakl 

sebagail pemindahanl hakl atasl tanah,l akanl diaturl lebihl lanjutl dalaml 

bentukl suatul peraturanl perundang-undangan.78 

 

Sejakl Instruksil Menteril Dalaml Negeril Nol 14l Tahunl 1982l berlaku,l 

pembuatanl kuasal mutlakl yangl berhubunganl denganl tanahl sudahl tidakl 

diperbolehkanl lagil untukl dibuat.l Laranganl penggunaanl kuasal mutlakl 

dalaml Instruksil Menteril Dalaml Negeril Nol 14l Tahunl 1982l jugal diaturl 

kembalil dalaml ketentuanl Pasall 39l ayatl (1)l hurufl dl Peraturanl l 

Pemerintahl Nomorl 24l Tahunl 1997l tentangl Pendaftaranl Tanahl yangl 

berisikanl laranganl yangl berkaitanl denganl penggunaanl kuasal mutlak.l 

Alasanl laranganl penggunaanl kuasal mutlakl inil adalahl karenal 

pembuatanl kuasal mutlakl yangl dijadikanl sebagail pemindahanl hakl atasl 

tanahl seringl disalahgunakanl untukl melakukanl juall belil tanahl secaral 

terselubungl sertal penyalahgunaanl hukuml sebagail pemberianl kuasa. 

Suatul perjanjianl jugal harusl dilaksanakanl berdasarkanl asasl itikadl 

baik.l Asasl tersebutl tercantuml dalaml Pasall 1338l ayatl (3)l KUHPerdatal 

yangl berbunyil “Perjanjianl harusl dilaksanakanl denganl itikadl baik”.l 

Asasl inil merupakanl asasl bahwal paral pihakl yangl membuatl suatul 

perjanjianl harusl melaksanakanl substansil kontrakl berdasarkanl 

kepercayaanl ataul keyakinanl yangl teguhl maupunl kemauanl baikl daril 

paral pihak.l Sehinggal ketikal asasl tersebutl terpenuhil menurutl Pasall 

1338l KUHPerdatal makal suatul perjanjianl akanl berlakul sebagail Undang-
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l Instruksil Mendagril No.l 14l tgll 6l Maretl 1982l tentangl Laranganl Penggunaanl Kuasal Mutlakl 

sebagail Pemindahanl Hakl atasl Tanah. 
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undangl bagil pihak-pihakl yangl bersangkutan,l artinyal paral pihakl harusl 

mentaatil perjanjianl itul samal denganl menaatil undang-undangl bagil 

dirinya.l Sepertil halnyal pemberianl kuasal mutlakl haruslahl dibuatl l 

denganl bijak,l l untukl mendapatkanl perlindunganl hukuml dalaml 

pemberianl suatul kuasal makal setiapl pihakl harusl memilikil itikadl baikl 

denganl menggunakanl kuasal mutlakl yangl tidakl melanggarl undang-

undangl sertal tidakl memilikil tujuanl burukl yangl dapatl merugikanl pihakl 

manapun. 

Dalaml halnyal pemberianl kuasal yangl adal padal kasusl posisil 

penelitianl inil ditemukannyal klausull kuasal mutlakl yangl diberikanl pihakl 

penjuall kepadal pihakl pembelil yangl tertuangl dalaml pasall 3l aktal juall 

belil No.l 144/BJ/97/DPS.B/1990l yangl manal berbunyi: 

“Jikal pendaftaranl peralihanl haknyal ditolakl olehl instansil 

Agraria,l makal juall belil inil dianggapl tidakl pernahl dilangsungkan 

Dalaml hall demikianl makal pihakl pertamal denganl inil 

memberil kuasal penuhl kepadal pihakl kedua,l kuasal manal tidakl dapatl 

ditarikl kembalil danl tidakl akanl berakhirl karenal sebab-sebabl danl 

dasar-dasarl yangl menurutl hukuml ataul kebiasaanl mengakhiril suatul 

kuasa,l untukl danl atasl namal pihakl pertamal mengalihkanl objekl juall 

belil tersebutl kepadal pihakl lain,l denganl dibebaskanl daril 

pertanggungjawabanl sebagail kuasal danl jikal adal pembayaran,l 

sepenuhnyal menjadil hakl pihakl kedua.”79 

Makal majelisl hakiml menyatakanl bahwal klausull tersebutl termasukl 

klausull kuasal mutlakl yangl dilarangl penggunaanya.l Didasarkanl padal 

                                                 
79

l Putusanl Pengadilanl No.l 455/Pdt.G/2020/PN.DPS,l hal.l 75. 
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kalimatl “kuasal manal tidakl dapatl ditarikl kembalil danl tidakl akanl 

berakhir”l yangl manal mengabaikanl pasall 1813l KUHPerdatal tentangl 

berakhirnyal suatul kuasal sertal kedudukanl aktal tersebutl hakikatnyal 

digunakanl untukl menjadil suatul alasl pemindahanl hakl atasl tanah.l 

Menurutl penulisl keputusanl hakiml pengadilanl jugal selarasl denganl isil 

daril Yurisprudensil Tetapl Mahkamahl Agungl Republikl Indonesial 

(MARI)l yaitul Putusanl MARIl No.3176l K/Pdt/1998l danl Putusanl MARIl 

No.l 199l K/TUN/2000l tertanggall 17l Oktoberl 2002l denganl ketual 

majelisl (almarhum)l Prof.l Drl Paulusl El Lotulung,l denganl kaidahl hukuml 

sebagail berikut: 

1.Istilahl hukuml “Aktal Pemindahanl Kuasa’l isinya,l penerimal kuasal 

memilikil kuasal atasl tanah-tanahl yangl disebutkanl dalaml kuasal 

tersebut; 

2.“Aktal Kuasa”l ataul “Aktal Pemindahanl Kuasa”l yangl isinyal demikianl 

inil adalahl samal denganl “Aktal Kuasal Mutlak”l tentangl perolehanl 

hakl atasl tanahl daril pemilikl tanahl kepadal pihakl lainl Menurutl 

Instruksil Mendagril No.l 14l Tahunl 1982l Jo.l No.l 12l Tahunl 1984,l 

hall tersebutl adalahl dilarang,l karenal dinilail sebagail suatul 

penyelundupanl hukuml dalaml “perolehanl hakl atasl tanah”.l Disampingl 

itul jugal merupakanl pelanggaran/penyimpanganl Pasall 1813l B.W.80 

Sepertil yangl diuraikanl dalaml Yurisprudensil diatasl bahwal segalal 

bentukl aktal yangl didalamnyal berisikanl pemberianl kuasal penuhl denganl 

objekl penguasaanl sebidangl tanahl makal denganl demikianl samal denganl 

                                                 
80

l Albertl Aris,l Pemberianl Kuasal Mutlakl Daril Developerl untukl Menjualkanl Tanah,l 2015, 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemberian-kuasa-mutlak-dari-developer-untuk-

menjualkan-tanahl (diaksesl padal 20l Februaril 2022) 
 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemberian-kuasa-mutlak-dari-developer-untuk-menjualkan-tanah
https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemberian-kuasa-mutlak-dari-developer-untuk-menjualkan-tanah
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Aktal Kuasal Mutlak.l Bahwal denganl adanyal klausull kuasal manal tidakl 

dapatl ditarikl kembalil danl tidakl akanl berakhirl danl memberikanl kuasal 

sepenuhnyal kepadal pembelil makal secaral nyatal pemberianl kuasal dalaml 

Pasall 3l Aktal tersebutl bersesuaianl denganl kriterial Kuasal Mutlakl yangl 

dilarangl olehl Instruksil Menteril Dalaml Negeril No.l 14l Tahunl 1982l 

tentangl Laranganl Penggunaanl Kuasal Mutlakl sebagail pemindahanl hakl 

atasl tanahl danl olehl karenanyal makal aktal perjanjianl juall belil No.l 

144/BJ/97/Dps.B/1990l itul telahl memuatl ketentuanl yangl bertentanganl 

denganl hukuml yangl berlaku. 

Sebagaimanal ketentuanl mengenail tugasl danl tanggungl jawabl 

Notarisl yangl termuatl dalaml Undang-undangl No.l 2l tahunl 2004l tentangl 

Perubahanl atasl Undang-undangl No.l 30l Tahunl 2004l tentangl Jabatanl 

Notarisl yaitul bahwa,l Notarisl padal dasarnyal hanyal bertanggungl jawabl 

atasl formilnyal aktal (Prosedurl danl bentukl akta)l ataul denganl katal lain,l 

karenal sebagail notaris,l Undang-undangl Jabatanl Notarisl hanyal 

memberikanl kewenanganl untukl menyusunl danl mencatatkanl aktal makal 

pertanggungjawabanl Notarisl apabilal terjadil permasalahanl atasl aktal 

yangl dibuatnyal adalahl hanyal sebatasl mengenail kesalahanl bentukl 

prosedurl pencatatanl akta,l sedangkanl mengenail kesalahanl materil ataul 

kontenl isil aktal karenal hall itul ditentukanl olehl kehendakl paral pihakl 

yangl membuatnyal makal pertanggungjawabanl atasl isil aktal menjadil 

bebanl tanggunganl bagil paral pihakl yangl membuatnya.l Sehinggal sesuail 

denganl isil materil ataul kontenl daril aktal tersebutl merupakanl perbuatanl 
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melawanl hukuml yangl dilakukanl olehl Nil Putul Minawatil danl Tergugatl 

V. 

Disampingl itul berkaitanl denganl tugasl notarisl lainnyal yaitul 

sebagail pembuatl aktal yangl manal mengingatl bahwal tidakl setiapl pihakl 

yangl menghadapl kel depanl Notarisl untukl membuatl aktal mengetahuil 

denganl benarl kaidah-kaidahl hukuml mengenail perjanjianl ataupunl 

perbuatanl hukuml lainnyal yangl akanl dicatatkanl olehl Notaris,l makal 

berdasarkanl Pasall 15l ayatl (2)l hurufl el Undang-undangl Nol 30l tahunl 

2004l tentangl Jabatanl Notarisl disebutkanl bahwal Notarisl harusl jugal 

memberikanl penyuluhanl hukuml sehubunganl denganl pembuatanl akta.l 

Diharapkanl denganl adanyal pengarahanl hukuml olehl notarisl sebeluml 

aktal dibuatl makal aktal yangl akanl dijadikanl buktil adanyal suatul 

perjanjianl dapatl dibuatl denganl memenuhil kaidah-kaidahl hukuml 

terutamal kaidahl Pasall 1320l KUHPerdatal yaitul mengenail syaratl sahnyal 

perjanjian.l Namun,l denganl telahl dimasukkannyal klausull kuasal mutlakl 

sebagail bagianl daril AJBl No.l 144/BJ/97/Dps.B/1990l makal majelisl 

meyakinil bahwal Tergugatl IVl (Notarisl pembuatl akta)l telahl tidakl 

menjalankanl kewenanganl Notarisl sebagaimanal yangl diamanatkanl dalaml 

Pasall 15l ayatl (2)l hurufl el Undang-undangl no.l 30l Tahunl 2004l tentangl 

jabatanl Notaris.l Sehinggal karenal perbuatanl tersebutl melanggarl 

ketentuanl peraturanl yangl berlakul makal denganl demikianl perbuatanl 

Tergugatl IVl tersebutl diatasl merupakanl perbuatanl melawanl hukum. 
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Sebagaimanal ketentuanl Pasall 1365l KUHl Perdatal berkenaanl 

denganl adanyal perbuatanl melawanl hukuml yangl dilakukanl olehl 

Tergugatl yangl menyebabkanl kerugianl bagil Penggugat,l makal timbullahl 

hakl bagil Penggugatl untukl menuntutl gantil rugil olehl karenanyal kepadal 

paral Tergugatl atasl kerugianl yangl dialamil olehl Penggugat.l Beberapal 

tuntutanl yangl dapatl diajukanl karenal adanyal perbuatanl melawanl hukuml 

diantaranyal adalahl :81 

a. Gantil rugil dalaml bentukl uangl atasl kerugianl yangl ditimbulkan; 

b. Gantil rugil dalaml bentukl natural ataul dikembalikanl dalaml keadaanl 

semula; 

c. Pernyataanl perbuatanl yangl dilakukanl adalahl melawanl hukum; 

d. Melarangl dilakukannyal perbuatanl tertentu. 

Selanjutnyal akibatl hukuml berkaitanl atasl aktal perjanjianl juall 

belil SHM.l 488l telahl memuatl klausulal kuasal mutlakl yangl bertentanganl 

denganl ketentuanl hukuml yangl berlakul danl terbuktil bahwal dalaml 

prosesl pembuatannyal terdapatl perbuatanl melawanl hukuml yangl 

dilakukanl makal sebagaimanal ketentuanl Pasall 1320l KUHP,l yangl 

menyatakanl bahwal sahl berlakunyal suatul perjanjianl yaitul harusl memuatl 

sebabl (causa)l yangl halall yangl termasukl kel dalaml syaratl Objektif,l danl 

jikal tidakl terpenuhil syaratl tersebutl makal perjanjianl juall belil atasl 

obyekl sengketal itul menjadil batall demil hukum.l Sebagaimanal ketentuanl 

                                                 
81

l Gunawanl Widjajal danl Kartinil Muljadi,l Perikatanl yangl Lahirl daril Perjanjian,l 2008,l Rajal 

Grafindol Perkasa,l Jakarta,l hal.l 8. 
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Pasall 1265l KUHPerdatal karenal beluml terpenuhinyal syaratl obyektifl 

perjanjianl makal perjanjianl juall belil atasl sertifikatl SHMl No.l 488l yangl 

termuatl dalaml AJBl No.l 144/BJ/97/Dps.B/1990l dianggapl hapusl danl 

segalal sesuatul akanl kembalil kepadal keadaanl semula,l seolah-olahl tidakl 

pernahl adal suatul perikatanl yangl artinyal daril awall perjanjianl dianggapl 

tidakl pernahl terjadi. 

Denganl demikianl untukl menghindaril akibatl hukuml akibatl 

adanyal perbuatanl melawanl hukuml yangl terjadil dalaml halnyal praktekl 

perjanjianl juall belil lunas,l yangl dimanal pembelil berhakl mendapatl 

jaminanl atasl hakl yangl seharusnyal pembelil terimal dalaml prosesl juall 

belil yaknil penerimaanl obyekl juall belil berupal sertifikatl tanahl makal 

selamal prosesl pembuatanl tersebutl berwenangl memberikanl kuasal mutlakl 

yangl diberikanl kepadal pembelil daril pihakl penjual.l Kendatil terdapatl 

laranganl Penggunaanl Kuasal Mutlakl dalaml Instruksil Menteril Dalaml 

Negeril Nomorl 14l Tahunl 1982l yangl sekarangl dimuatl dalaml Pasall 39l 

hurufl dl Peraturanl Pemerintahl Nomorl 24l Tahunl 1997l tentangl 

Pendaftaranl Tanah,l keberadaanl “Kuasal Mutlak”l yangl sepertil keadaanl 

tersebutl tetapl diakuil danl dibutuhkanl dalaml praktekl juall belil tanahl 

dihadapanl Notaris.l Namunl dalaml pembuatannyal agarl terhindarl daril 

penolakanl Badanl Pertanahanl Nasionall yangl biasanyal menolakl untukl 

memprosesl balikl namal atasl aktal juall belil yangl dilandaskanl olehl kuasal 

mutlak,l makal Notarisl lebihl memilihl untukl menuangkanl klausull kuasal 

mutlakl dalaml “Aktal Perjanjianl Pengikatanl Juall Beli”,l danl tidakl 
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menuangkannyal dalaml “Aktal Kuasal Menjual”l yangl dibuatl secaral 

terpisahl danl tidakl dicantumkanl dalaml “Aktal Juall Beli”.l Sertal 

sebaiknyal konteksl isil daril ketentuanl kuasal tersebutl tidakl memberikanl 

kuasal untukl menguasail danl menggunakanl tanahnyal danl melakukanl 

segalal perbuatanl hukuml yangl menurutl hukuml hanyal dapatl dilakukanl 

olehl pemegangl haknya. 
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BABl IVl  

PENUTUP 

A.l Kesimpulan 

1.l Prosesl pembuatanl kuasal mutlakl dalaml aktal perjanjianl juall belil 

sejatinyal telahl dilarangl atasl Laranganl penggunaanl kuasal mutlakl 

dalaml Instruksil Menteril Dalaml Negeril Nol 14l Tahunl 1982l yangl jugal 

diaturl kembalil dalaml ketentuanl Pasall 39l ayatl (1)l hurufl dl Peraturanl l 

Pemerintahl Nomorl 24l Tahunl 1997l tentangl Pendaftaranl Tanahl yangl 

berisikanl laranganl yangl berkaitanl denganl penggunaanl kuasal mutlak.l 

Namunl dalaml kebutuhanl praktekl Notarisl kuasal mutlakl dapatl dibuatl 

denganl syarat: 

a. Transaksil juall belil didasarkanl olehl PPJBl lunasl yangl artinyal 

pembelil telahl melaksanakanl kewajibannyal untukl membayarl hargal 

objekl yangl disepakatil secaral lunasl danl tunai.l Sehinggal untukl 

menjaminl haknyal terpenuhil makal Notarisl membuatkanl kuasal 

yangl tidakl dapatl dicabut. 

b. Pemberianl kuasal tersebutl merupakanl kuasal yangl memberikanl 

kewenanganl padal pembelil untukl kepengurusanl mengalihkanl hakl 

atasl tanahl untukl dirinyal saja,l tidakl memberikanl kewenanganl 

kepadal pembelil untukl melakukanl segalal perbuatanl hukuml 

sebagaimanal dimaksudl dalaml diktuml kedual hurufl bl Instruksil 

Menteril dalaml Negeril Nomorl 14l Tahunl 1982. 
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Sedangkanl dalaml Putusanl No.l 455/Pdt.G/2020/PN.DPSl Majelisl Hakiml 

tetapl memberikanl pertimbanganl yangl berdasarkanl Instruksil Menteril 

Dalaml Negeril Nol 14l Tahunl 1982.l Karenal klausull kuasal yangl 

terdapatl dalaml Pasall 3l AJBl No.l 144/BJ/97/Dps.B/1990l merupakanl 

pemindahanl hakl atasl tanah,l yangl memberikanl kewenanganl kepadal 

penerimal kuasal untukl menguasail danl menggunakanl tanahnyal sertal 

melakukanl segalal perbuatanl hukuml yangl menurutl hukuml hanyal 

dapatl dilakukanl olehl pemegangl haknyal danl sifatnyal tidakl dapatl 

dicabutl danl tidakl dapatl berakhirl denganl alasanl apapun. 

2.l Akibatl hukuml apabilal terbuktil adanyal penggunaanl Kuasal Mutlakl 

yangl dilarangl olehl Instruksil Menteril Dalaml Negeril Nol 14l Tahunl 

1982l makal berdasarkanl Pasall 1365l KUHl Perdatal yangl berkenaanl 

denganl adanyal perbuatanl melawanl hukuml yangl dilakukanl danl 

menyebabkanl kerugianl bagil Penggugat,l makal timbullahl hakl bagil 

Penggugatl untukl menuntutl gantil rugil olehl karenanyal kepadal paral 

Tergugatl atasl kerugianl yangl dialamil olehl Penggugat.l Kemudianl 

berdasarkanl ketentuanl Pasall 1265l KUHl Perdatal yangl manal perjanjianl 

juall belil atasl sertifikatl SHMl No.l 488l yangl termuatl dalaml AJBl No.l 

144/BJ/97/Dps.B/1990l dianggapl Batall demil hukuml danl tidakl 

mempunyail kekuatanl hukuml mengikatl sehinggal segalal sesuatul akanl 

kembalil kepadal keadaanl semula,l seolah-olahl tidakl pernahl adal suatul 

perikatanl yangl artinyal daril awall perjanjianl dianggapl tidakl pernahl 

terjadi. 
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B.l Saran 

Berdasarkanl uraianl diatasl saranl yangl dapatl diberikanl daril penelitianl 

hukuml inil adalahl sebagail berikut: 

1. Sebaiknyal dalaml penggunaanl Kuasal Mutlakl dalaml prosesl juall belil 

tanahl haruslahl dilakukanl secaral bijakl danl hati-hati.l Baikl itul daril 

pihakl penjual,l pembelil danl jugal Notarisl yangl membantul prosesl 

juall beli.l Karenal adanyal Laranganl penggunaanl kuasal mutlakl 

dalaml Instruksil Menteril Dalaml Negeril Nol 14l Tahunl 1982l makal 

Notarisl berwenangl untukl memberikanl pemahamanl kepadal paral 

pihakl dalaml membuatl isil kontrakl perjanjianl juall belil untukl 

menghindaril adanyal sengketal dil kemudianl hari. 

2. Untukl menghindaril adanyal sengketal danl akibat-akibatl hukumnyal 

pembuatanl Aktal perjanjianl juall belil agarl terhindarl daril penolakanl 

Badanl Pertanahanl Nasionall yangl biasanyal menolakl untukl 

memprosesl balikl namal atasl aktal juall belil yangl dilandaskanl olehl 

kuasal mutlak,l makal klausull kuasal mutlakl dituangkanl dalaml “Aktal 

Perjanjianl Pengikatanl Juall Beli”,l danl tidakl menuangkannyal dalaml 

“Aktal Kuasal Menjual”l yangl dibuatl secaral terpisahl danl tidakl 

dicantumkanl dalaml “Aktal Juall Beli”l danl ketentuanl kuasal tersebutl 

tidakl memberikanl kuasal penuhl untukl menguasail danl menggunakanl 

tanahnyal sertal melakukanl segalal perbuatanl hukuml yangl menurutl 

hukuml hanyal dapatl dilakukanl olehl pemegangl haknya. 
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